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ABSTRAK 

FITRI HANDAYANI, Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan 

Pendapatan Daerah Di kabupaten Barru (Perspektif Akuntansi Syariah) (dibimbing 

oleh Zainal Said dan Ira Sahara) 

Penerimaan pajak merupakan jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari 

wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai bayaran atas pajak yang 

mereka harus bayarkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Barru pada tahun 2019-2022. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunkan tiga 

metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerimaan pajak daerah selama 

periode tersebut telah terealisasi sesuai target yang ditentukan. (2) Penerimaan pajak 

Daerah pada Badan Pendapatan Daerah di kabupaten Barru dipengaruhi oleh tiga 

faktor utama yaitu kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi dan kerja sama tim. 

(3) Efektivitas pajak daerah bervariasi selama empat tahun terakhir. Pajak restoran 

dan BPHTB menurun tetapi tetap efektif, pajak penerangan jalan dan pengambilan 

bahan galian konsisten sangat efektif, PBB mengalami perubahan signifikan dengan 

penurunan besar pada tahun terakhir. Pencapaian target penting untuk 

mempertahankan rasio efektivitas pajak. 

Keterbatasan penelitian ini memberikan saran yaitu ervalu rasi dan pernyersuraian 

targert, perningkatan kersadaran wajib pajak, optimalisasi permanfaatan terknologi, dan 

pernguratan kerrja sama tim.  

 

 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Efektivitas, Bapenda. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa Ts te dan sa خ

 Jim J Je ج

 Ha ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض
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 Syin Sy es dan ye غ

 Shad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ Zet (dengan titik ظ

dibawah 

 ain ‗ koma terbalik keatas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

 Ha H Ha ىّ

 Hamzah   Apostrof ء

٘ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟). 



xvi 
 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dhomma U U ا َ

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ْْٙ  Fathah dan Ya Ai a dan i ىَ

ْْٕ  Fathah dan Wau Au a dan u ىَ

Contoh : 

ْٛفَْ  Kaifa : كَ

لَْ ْٕ  Haula : حَ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

danHuruf 
Nama Hurufdan Tanda Nama 

 ىاَ / ىَٙ
Fathah dan Alif 

atau ya 
A a dan garis di atas 

ْْٙ  Kasrah dan Ya I i dan garis di atas ىِ

 Kasrah dan Wau U u dan garis di atas ىُٕ
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Contoh : 

 māta:  يات

 ramā :  زيٗ

 qīla :  لٛم

 yamūtu :  ًٕٚت

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ضَةُْانجََُّةِْ ْٔ  rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :  زَ

ُْٚةَُْانْفاَضِهةَِْ دِ ًَ  al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah :  انَْ

ةُْ ًَ  al-hikmah :   انَْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّّْ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

َا   Rabbanā: زَبَُّ

َُْٛا   Najjainā : َجََّ
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  al-haqq : انَْحَكْ  

 al-hajj : انَْحَجْ  

 nuʻʻima : َعُْىَْ 

  ْٔ  ʻaduwwun : عَدُ

Jika huruf ٖ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّٙ  :maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).Contoh ,(ىِ

 ْٙ  ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby): عَسَبِ

 ْٙ  ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عَهِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

طُْ ًْ  al-syamsu (bukan asy- syamsu) :  انَْشَ

نْصَنةَ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  انَصَّ

عَفةَُْانفهَْْ   : al-falsafah 

 al-bilādu :  انَْبلََِدُْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‗) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 
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ٌَْ ْٔ  ta’murūna :  جأَيُْسُ

عُْ  ’al-nau :  انَُّٕ

ءْ  ْٙ  syai’un :  شَ

 Umirtu :  أيُِسْتُْ

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), 

Sunnah.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-saBAB 

9. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

ْاللهِْدِْ ٍُ ْٚ   Dīnullah    باْالله billah 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِْاللهِْ ًَ ْزَحْ ْٙ  Hum fī rahmatillāh   ْىُْْفِ
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang 

(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 
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B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    =  subḥānahū wa ta‘āla 

saw.    = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   =  ‘alaihi al- sallām 

H   =  Hijriah 

M    =  Masehi 

SM    =  Sebelum Masehi 

l.    =  Lahir tahun 

w.    =  Wafat tahun 

QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR    =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =  ص

    بدٌٔ = دو

  صهْٗاللهْعهّْٛٔظهى =  صهعى

 طبعة = ط

 بدٌَْٔاشس = ىٍ

 إنْٗآذسْاْ/ْإنْٗآذسِ = اند

 جصء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 
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ed.  ْ:  Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karenadalam bahasa Indonesia kata ―editor‖ berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al.ْ:  ―Dan lain-lain‖ atau ―dan kawan-kawan‖ (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (―dan kawan-

kawan‖) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet. ْ:  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj.ْ:  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. ْ: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No  :  Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah Provinsi dan 

pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPRD) yang dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan 

daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengontrol sendiri 

urusan pemerintahannya.  Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan dalam 

menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya 

sendiri.  Kewenangan tersebut harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab.  

Menurut undang-undang No 23 tahun 2014 (Undang-undang pemerintahan 

daerah)
1
 dan No 1 tahun 2022 tentang  perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.
2
 Komponen sumber pendapatan 

pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD 

(Pendapatan Asli Daerah), yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) yang sah dan dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Otonomi daerah merupakan bagian dari Desentralisasi yang berarti pelimpahan 

wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu perwujudan pelaksanaan 

                                                           
1
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah., 2014.  

2
Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Dan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022. 
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otonomi daerah adalah pelaksanaan Desentralisasi yaitu penyerahan urusan tugas dan 

wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan 

perundang undangan yang berlaku.  

Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintahan 

yang efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya 

otonomi daerah, setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang maupun kewajiban 

dalam mengurus sendiri setiap urusan di daerah mereka masing-masing, termasuk 

dalam mengelola keuangan pemerintah daerah masing-masing.  

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di 

berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya 

sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU No.9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3
 

Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan 

kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatan pendapatan dan melakukan 

kegiatan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Adanya 

desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan 

kesetaraan perkembangan daerah, sesuai dengan motivasi pemerintah untuk 

mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi khusus daerahnya masing-

masing. 

                                                           
3
Yesi Wahyuni, ‗Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya 

Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar‘ (Institut Agama Islam Negeri 

Batusangkar, 2017). h.1. 
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Menurut Windhu Putra dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip 

(rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan 

wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut. Sama seperti hal nya dengan adanya dana 

transfer dari pusat kepada daerah dalam urusan otonomi, terdapat konsekuensi yang 

dapat timbul dari kegiatan tersebut.
4
 

Menurut Bird and Vaillancourt dalam Bambang S, menyatakan mengenai 

urgensi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa 

alasan sebagai berikut:
5
 

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern yang lebih menekankan 

upaya memajukan kesejahteraan umum (welfare state); 

2.  hadirnya otonomi daerah dapat  pula didekati dari perspektif politik; 

3. dari perspektif manajemen pemerintah negara modern adalah kewenangan yang 

diberikan kepada daerah yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari 

adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi 

mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan urgensi otonomi daerah diatas 

kewenangan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan keleluasaan dan 

kemandirian setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahannya. Apabila pemerintahan dilakukan dengan baik sesuai dengan 

                                                           
4
 Windhu Putra, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 

215. 

5
 Bird Richard M dan Francois Vaillancourt, Desentralisasi Fiscal Di Negara-Negara 

Berkembang: Tinjaun Umum (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 186.  
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aturan yang telah ditetapkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah itu 

sendiri.
6
 

Penyelenggaraan atau otonomi daerah sebagaimana di cantumkan dalam 

undang undang Republik Indonesia yakni UU No 9 Tahun 2015 kemudian di perjelas 

dengan UU No. 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah sumbangan 

wajib yang dimiliki oleh perseorangan atau badan persuasib kepada daerah 

berdasarkan undang undang, tidak konpensasikan secara langsung, tetapi diolahkan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 
7
 

Pajak daerah merupakan bagian dari PAD (Pendapatan Asli daerah), yang 

memiliki prespek pengembangan yang baik.  Oleh karena itu, pajak daerah harus di 

kelola secara propesional dan transparan agar dapat mengoptimalkan dan 

meningkatkan kontribusinya pada PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD (Pendapatan 

Asli Daerah) merupakan kompenen utama pendapatan daerah, sehingga 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, dan daerah diharapakan 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat lokal. 

Pajak daerah tidak terlepas dari efektivitas dan efisiensi terhadap BAPENDA 

(Badan Pendapatan Daerah). Efektivitas adalah presentasi pencapaian pemerintah 

dalam memungut atau menarik pajak daerah yang hasilnya akan di bandingkan 

dengan target yang telah di tetapkan.  

                                                           
6
Annisa Fiorentina, ‗Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah(Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2015-2019)‘ (Universitas Siliwamgi, 2021), h.3. 

7
Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah, 2023. 
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Efeketivitas pajak daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dengan 

kata lain dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari efektivitas pajak daerah 

akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan 

kemampuan daerah dikatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dengan 

mengandalkan sumber pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Maka, terdapat 

hubungan antaran efektivitas pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah. 

Selain itu, sumber Pendapatan Daerah berasal dari Dana Transfer pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut merupakan bentuk 

pemerataan keuangan daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Namun, 

dalam pelaksanaanya dana transfer dari pemerintah pusat direspon pemerintah daerah 

untuk belanja daerah yang lebih besar dari pada belanja daerah yang bersumber dari 

pendapatan asli daerah nya itu sendiri atau dinamakan flypaper effect.
8
 

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memungut pajak daerah berdasarkan besaran target penerimaan pajak daerah. 

Semakin meningkat nilai efektivitas pajak daerah maka akan meningkat PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) dalam Badan Pendapatan Daerah.  

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu lembaga daerah 

yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di 

bidang pendapatan daerah Kabupaten Barru. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Barru ini menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan 

pendapatan daerah diterima dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, 

                                                           
8
Annisa Fiorentina, ‗Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah(Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2015-2019)‘ (Universitas Siliwamgi, 2021),  h.10. 
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sehingga penting bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru 

untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran 

keuangan yang dilimpahkan kepadanya. 

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Barru ini setiap tahunnya dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Barru, yang kemudian nantinya dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor 

yaitu pihak BPK yang nantinya memberikan opini penilaian berupa Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan 

Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW) atas laporan keuangan yang disajikan 

tersebut.
9
 

Sebagai daerah otonom kabupaten barru dituntut dapat memeliki kemandirian 

terutama dalam hal penggalian dan pengolahan sumber-sumber keuangan daerah. 

Salah satu komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang menjadi andalan 

penerimaan pajak daerah. 

Sesuai yang tertera dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat terlihat bahwa 

bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya 

baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan 

milik daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang 

sah. Seperti terlihat pada tabel 1.1 memperlihatkan besarnya salah satu jenis 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

                                                           
9
Laila Farika, ‗Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekan Baru Ditinjau Perspektif 

Ekonomi Syariah‘ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2023), h. 6. 
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Tabel 1. 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

TAHUN PAD 

TARGET REALISASI % 

2019 110.310.167.038.00 103.887.386.166.26 94,18% 

2020 107.388.426.060.00 101.324.046.920.50 92,15%. 

2021 84.842.519.771,00 91.080.726.896,70 107,35% 

2022 132.577.675.950,00 92.845.189.672 70.03% 

(Sumber Data : https://barrukab.go.id) 

Berdasarkan tabel 1.1  target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Barru yang mengalami fluktuasi persentase dari target dan realisasi yang telah di 

tetapkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

penulis kemukakan adalah : 

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan 

Daerah di Kabupaten Barru? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada Badan 

Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru? 

3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan 

Daerah di Kabupaten Barru? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

https://barrukab.go.id/
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1. Untuk mengetahui Realisasi Penerimaan Pajak daerah pada Badan 

Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru. 

2. Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah 

pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru. 

3. Untuk mengetahui Efektivitas Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Di Kabupaten Barru Pada Tahun 2019-2022. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca 

khususnya tentang efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten 

Barru pada tahun 2019-2022. 

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dalam 

pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi pihak akademis 

Yaitu sebagai referensi informasi secara umum dan khususnya bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian mengenai efektivits 

penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah. Sehingga 

mendapatkan hasil penelitian yang baik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana efektivitas 

penerimaan pajak daerah  pada badan pendapatan daerah di Kabupaten 

Barru dalam persepktif Akuntansi Syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relavan  

Tinjauan penelitian relavan pada intinya dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran atau hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan 

kata lain penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan 

referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. 

Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencamtukan hasil-hasil penelitian terdahlu 

yang relavan atau memiliki kesesuaian dengan variable yang menjadi objek penelitian 

saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini 

yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh gita Redho Yani (2020), mahasiswa 

universitas pembangunan nasional ―veteran‖ yogyakarta dengan judul 

penelitian : ―Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulon progo tahun 2015-

2018”. dengan tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat efektivitas tiap 

jenis pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten kulon progo tahun 2015-

2018 dan untuk menganalisis tingkat kontribusi tiap jenis pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulon progo tahun 

2015-2018. Hasil penelitian ini adalah : (1) tingkat efektivitas pajak daerah 

yaitu pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, 

pajak air tanah , dan PBB-P2 selam 4 tahun rata-rata efektivitasnya sudah 

melebihi 100%. (2) tingkat efektivitas retribusi daerah rata-rata masih berada 
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dibawah 100%, hanya pada periode tertentu efektivitasnya yang melebihi 

100%. (3) hampir seluruh tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah berada 

pada kategori sangat kurang berkontribusi terhadapa pendapatan asli daerah 

terbesar ada pada PBB-P2, dan kontribusi retribusi daerah terbesar ada pada 

retribusi jasa umum.
10

 

Perbedaan hasil penelitian, Gita Redho Yani (2020) menunjukkan 

bahwa selama periode 2015-2018, efektivitas pajak daerah seperti pajak 

restoran dan PBB-P2 rata-rata melebihi 100%, sedangkan efektivitas retribusi 

daerah umumnya di bawah 100%. Kontribusi pajak dan retribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berada pada kategori sangat 

kurang, dengan PBB-P2 memberikan kontribusi terbesar di antara pajak dan 

retribusi jasa umum di antara retribusi. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan 

oleh penulis menunjukkan  bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten 

Barru selama periode yang sama sesuai dengan target yang ditentukan, meski 

efektivitasnya bervariasi. Pajak restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan 

namun tetap efektif, sementara pajak penerangan jalan dan pengambilan 

bahan galian tetap sangat efektif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa 

kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim adalah 

faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Utami (2021), mahasiswa universitas 

medan dengan judul penelitian : ―pengaruh efektivitas penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan”. 

                                                           
10

Gita Redho Yani, ‘Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2018’ (Universitas 

Pembangunan Veteran, 2020). 
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dengan tujuan penelitian ini bertujuan untuk menegetahui pengaruh efektivitas 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 

di kota medan pada tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial efektivitas penerimaan pajak daerah (X1) berpengaruh 

positif terhadap pendapatan asli daerah, efektivitas penerimaan retribusi 

daerah (X2) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai R
2
 

adalah sebesar 0.991 yang artinya 99.1% pendapatan asli daerah dipengaruhi 

oleh efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan retribusi 

daerah, sedangkan 0.09% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam 

penelitian ini.
11

  

Perbedaan hasil penelitian, Tasya Utami (2021) menunjukkan bahwa 

efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara positif 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan antara tahun 

2016-2018, dengan nilai R2 sebesar 0.991, menunjukkan bahwa 99.1% PAD 

dipengaruhi oleh kedua variabel ini. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan 

oleh penulis mengungkapkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode 

yang sama telah sesuai dengan target, namun efektivitasnya bervariasi. Pajak 

restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan tetapi tetap efektif, sedangkan 

pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif. 

Penelitian ini juga menekankan bahwa pencapaian target penting untuk 

mempertahankan efektivitas pajak dan faktor-faktor seperti kesadaran wajib 

                                                           
11

Tasya Utami, ‗Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan‘ (Universitan Medan, 2021). 



12 

 

 
 

pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim mempengaruhi penerimaan 

pajak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zaky (2021), mahasiswa 

universitas muhammadiyah surakarta dengan judul penelitian : ―peranan 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di 

kabupaten ekskaresidenan banyumas (tahun periode 2006 sampai 2010)”. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan 

retribusi daerah kabupaten di ekskaresidenan banyumas trend peningkatan. 

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten 

ekskaresidenan banyumas mengalami fluktuasi peningkatan. Efektivitas pajak 

dan retribusi pajak di kabupaten ekskaresidenan banyumas rata-rata mencapai 

100%, hal ini berarti pemerintah daerah sudah cukup efektiv dalam 

pemungutan pajak dan retribusi daerah. 
12

 

Perbedaan hasil penelitian, Muchammad Zaky (2021) menunjukkan 

bahwa rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten 

Ekskaresidenan Banyumas mengalami tren peningkatan dari tahun 2006 

hingga 2010, dengan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah rata-

rata mencapai 100%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah cukup 

efektif dalam hal ini. Sebaliknya, penelitian yang dilakukanoleh penulis 

menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode yang sama 

sesuai dengan target yang ditetapkan, namun efektivitasnya bervariasi. Pajak 

restoran dan BPHTB menunjukkan penurunan tetapi tetap efektif, pajak 
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penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat efektif, 

sementara PBB mengalami penurunan besar pada tahun terakhir. Penelitian 

ini juga menyoroti bahwa pencapaian target penting untuk mempertahankan 

efektivitas pajak, dan faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, 

pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim mempengaruhi penerimaan pajak. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Alwanda, mahasiswa universitas 

Andalas dengan judul penelitian : ―Analisis Efektivitas Dan Kotribusi 

Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang 

Pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah kota padang dari tahun 2017-

2021 masih kurang efektif dengan persentase 73,38%. Untuk tingkat 

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa 

pada tahun 2017-2021 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 70,65%. Kendala yang dihadapi bapenda dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah berasal dari kepatuhan wajib pajak, 

kendala internal pemungut, serta dampak dari pandemi covid-19. Upaya yang 

dilakukan bapenda untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah adalah 

memberikan teguran dan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang lalai dalam 

membayar pajaknya serta melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru.
13

 

Perbedaan hasil penelitian, Naufal Alwanda (2023) menunjukkan 

bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang selama tahun 

2017-2021 masih kurang efektif dengan persentase 73,38%, meskipun 
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kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada 

kategori sangat baik dengan persentase 70,65%. Penelitian ini juga 

mengidentifikasi kendala dalam pengoptimalan penerimaan pajak yang 

meliputi kepatuhan wajib pajak, masalah internal pemungut, dan dampak 

pandemi COVID-19, serta upaya Bapenda seperti teguran dan sanksi terhadap 

wajib pajak serta pendataan wajib pajak baru. Sementara itu, hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah 

selama periode yang sama sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan 

efektivitas pajak yang bervariasi. Pajak restoran dan BPHTB menunjukkan 

penurunan namun tetap efektif, pajak penerangan jalan dan pengambilan 

bahan galian tetap sangat efektif, dan PBB mengalami penurunan signifikan 

pada tahun terakhir. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pencapaian 

target untuk mempertahankan rasio efektivitas pajak serta faktor-faktor seperti 

kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim yang 

mempengaruhi penerimaan pajak. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ghulam Imam Sefandra, mahasiswa 

universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul penelitian : ―Pengaruh 

Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan 

retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Batam.
 14
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Perbedaan hasil penelitian, Ghulam Imam Sefandra (2023) 

menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, sementara retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap PAD. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mengungkapkan bahwa penerimaan pajak daerah selama periode yang 

sama sesuai dengan target yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah 

bervariasi, dengan pajak restoran dan BPHTB mengalami penurunan namun 

tetap efektif, sedangkan pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian 

tetap sangat efektif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pencapaian 

target untuk mempertahankan rasio efektivitas pajak dan faktor-faktor seperti 

kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama tim yang 

mempengaruhi penerimaan pajak. 

 

B. Tinjauan Teori  

1. Stewardship Theory 

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam 

menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh 

pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja 

pemerintah. Stewardship theory memandang bahwa pihak manajemen dalam 

organisasi pemerintah daerah diasumsikan sebagai stewards/penata layanan yang 

bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi.
15
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Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai 

wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada 

di wilayah kekuasaan pemerintahannya. Pengendalian yang dilakukan oleh 

pemerintah dimaksudkan agar setiap warganya dapat merasakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. Meskipun dikendalikan oleh pemerintah, masyarakat 

mempunyai hak dalam wilayah atau daearah yang ditempatinya karena negara 

sebagai organisasi yang kepemilikannya bersifat bersama. Implikasi teori 

stewardship terhadap kajian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah 

daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi 

masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu 

membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, 

sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara maksimal.
16

 

2. Teori Bakti atau Kewajiban Mutlak 

Teori bakti atau kewajiban mutlak merupakan teori yang Pada dasarnya 

adalah paham organisasi (organische staatsleer). Menurut Lihin Teori ini 

menyatakan bahwa negara sebagai Suatu organisasi yang bertugas menyediakan 

kepentingan umum. Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan yang 

dirasa Perlu termasuk didalamnya keputusan dalam bidang pajak. Sifat Yang 

seperti ini merupakan hak mutlak negara dalam memungut Pajak sedangkan 

rakyat sebagai tanda buktinya harus membayar. Pada teori ini dasar hukum dari 

pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dengan negara, yang pada 

kesimpulannya negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban 
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membayar pajaknya.
17

 Aspek pemahaman dari teori bakti sendiri menurut Setiadi  

yaitu:
18

 

a. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan Negara 

b. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada 

hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya  

c. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara 

Teori bakti atau kewajiban mutlak ini relevan dalam menjelaskan 

kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya. Pada teori ini 

menjelas bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara atau pemerintah. 

Hubungan dipenelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak 

restoran, dimana hubungan tersebut dapat berupa kualitas layanan yang 

diberikan pemerintah kepada wajib pajak, sanksi atas ketidak patuhan terhadap 

kewajiban wajib pajak dan pengetahun perpajakan yang dimiliki wajib pajak 

bersumber dari sosialisasi pemerintah tentang perpajakan.
19

 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan Rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, Rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah Sebagai suatu kewajiban. Teori ini didasarkan 

pada logika bahwa Pemerintah karena memberi hidup kepada warganya, dapat 

Membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-Kewajiban, antara 

lain kewajiban membayar pajak, kewajiban Ikut mempertahankan hidup/negara 

dengan milisi/wajib Militer.
20

 Dengan demikian negara dibenarkan membebani 

Warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, Sementara bagi 

rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu Yang menunjukkan adanya bakti 

kepada negara.
21
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3. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Supriyono mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian efektivitas 

adalah hubungan antar keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang 

mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit 

tersebut.
22

 

Menurut seorang tokoh pendidikan yakni Soerjono Soekonto 

menyebutkan efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan 

kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena 

kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun 

untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan 

mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun 

rasa aman dalam mengadakan pergaulan.
23

 

Menurut sedarmayanti evektivitas merupakan suatu ukuran yang 

memnerikan gambaran seberapa jauh target dapat di capai. Pengertian efektivitas 

ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan 

kurang menjadi perhatian utama. Dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah di tentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu  unit organisasi tersebut.
24

 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 
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efektif organisasi, program atau kegiatan‖
25

 Efektivitas menurut Barnard dapat 

didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :
26

 

1) Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang 

seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. 

2) Mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang 

terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik. 

3) Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi 

hasil yang bermanfaat.  

4) Menangani tantangan masa depan 

Adapun menurut Cambel J.P juga memberikan penjelasan berupa poin-

poin dalam pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol 

adalah:
27

 

1) Keberhasilan program 

2) Keberhasilan sasaran 

3) Kepuasan terhadap program 

4) Tingkat input dan output 

5) Pencapaian tujuan menyeluruh 

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau 

aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu: Pemahaman program, 

Tepat sasaran, Tepat waktu, Tercapainya tujuan, Perubahan nyata.
28

 Mardiasmo 
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mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan 

suatu kejayaan organisasi untuk mencapai tujuan maka organisasi telah berjalan 

dengan efektif.
29

 Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat 

efektivitas pajak daerah adalah : 

  

Efektifitas PD =
realisasi penerimaan pajak daerah

Target penerimaan pajak daerah
 100  

b. Unsur- unsur Efektivitas 

    Terdapat  unsur-unsur dari kriteria efektivitas  yaitu sebagai berikut: 

1) Ketepatan penentuan waktu 

2) Ketepatan perhitungan biaya 

3) Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan 

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan 

5) Ketepatan berpikir 

6) Ketepatan dalam melakukan perintah 

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan 

8) Ketepatan sasaran 

Berdasarkan pendapat di atas, maka efektivitas merupakan suatu konsep yang 

sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang penting 

dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah 

disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu 

kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.
30
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Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan efektivitas adalah alat ukur 

yang digunakan untuk menemukan suatu aktivitas dapat di katakana sesuai dengan 

target yang di harapkan dan menghasilkan dampak positif bagi segala pihak. 

c. Jenis-Jenis Efektivitas  

 Efektivitas ini sendiri memiliki tiga tingkat yang berbeda, dikelompokkan 

pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh 

David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely dalam Evi Suryani yaitu :
31

 

1) Efektivitas individu 

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang 

menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi. 

2) Efektivitas kelompok 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja 

sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah 

kontribusi dari semua anggota kelompoknya. 

3) Efektivitas organisasi 

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. 

Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya 

yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap 

bagiannya. 

d. Kriteria Efektivitas Organisasi 

Menurut S.P siagin dalam bukunya manajemen modern dalam suryani  

(2016) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas organisasi dapat diukur 

dari berbagai hal diantaranya:
32
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1) Kejelasan tujuan yang khendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugasna mencapai sasaran ang terarah 

dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategis 

adalah ―peta jalan‖ yang diikuti dalam upaya pencapaian sasaran-

sasaran organisasi. 

3) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan 

dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan artina 

kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 

usaha-usaha oprasional. 

4) Perencanaan yang matang pada hakikatna memutuskan sekarang apa 

yang akan dikerjakan organisasi di masa mendatang. 

5) Penusunan program ang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan pada program pelaksanaan ang tepat sebab apabila tidak, 

para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

6) Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana prasarana yang 

tersedia dan disediakan oleh organisasi. 

7) Pelaksaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun suatu program bila 

tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organanisasi 

tersebut tidak akan mecapai sasaranna, karena pelaksanaan organisasi 

semakin melekat pada tujuannya. 
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8) Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya 

sistem pengawasan dan pengendalian. 

4. Pajak  

a. Pengertian Pajak 

Menurut undang-undang dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi 

wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat 

dipaksakan dan di pungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.
33

 

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan 

pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan 

yang sama sebagai berikut : 

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku De Over 

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan) : pajak adalah prestasi yang di 

paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma 

yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di 

tunjukan dalam hal yang individual, di maksudkan yuntuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Mardiasmo bahwa :  

―pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang 
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langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran 

umum‖.
34

 

Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti resmi bahwa : ―pajak 

adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahtraan 

secara umum‖.
35

 Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum‖.
36

 

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli 

bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi 

individual oleh pemerintah . 

3) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah 

daerah. 
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4) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemeritah, yang bila 

dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk 

membiayai.
37

 

b. Ciri Pajak 

Dari beberapa definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian 

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak ialah iuran yang dapat 

dipaksakan) dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam 

pengertian pajak antara lain : 

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ke tiga UUD 1945 Pasal 23 A yang menyatakan pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang di 

atur dalam undang-undang. 

2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4) Pemungutan pajak dapat di paksakan. Pajak dapat dipaksakaan apabila 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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5) Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaran pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
38

 

c. Fungsi Pajak  

Fungsi pajak di bedakan menjadi empat yaitu :
39

 

1) Fungsi budgetair atau financial yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas Negara dengan tujuan dapat membiayai pengeluaran 

Negara. 

2) Fungsi regulerend atau fungsi mengatur ialah pajak yang di gunakan 

sebagai untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial 

ataupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak di gunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu dapat di lihat  dalam contoh sebagai 

berikut yaitu : 

a) Pemberian insentif pajak (misalnya : tax holiday, pencusutan di 

percepat) dalam rangka untuk meningkatkan infestasi baik infestasi 

dalam negeri maupun infestasi asing. 

b) Pengenaan pajak eksport untuk produk-produk tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dalam negeri  
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c) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk 

produk-produk impor tertentu dalam rangka untuk melindungi 

produk-produk dalam negeri. 

3) Fungsi stabilitas  

dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan dalam hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

4) Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang telah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

5. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 adalah iuran 

wajib pajak yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di gunakan yang di gunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.
40

 Pajak daerah menurut 

Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
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pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang ,dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
41

 Pajak daerah adalah pajak 

asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, 

pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam kekuasaannya, yang 

berguna untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di 

gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah.
42

 

b. Jenis-jenis pajak daerah 

Jenis pajak daerah di jelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2023 

pasal 3 yang baru ditetapkan yang terbagi menjadi 2 yaitu jenis pajak yang di 

pungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.
 43

 

1) Jenis pajak di tingkat provinsi ada 5, yaitu : 

a) Pajak rokok  

b) Pajak air perrmurkaan 
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c) Pajak bera balik nama kerndaraan berrmotor  

d) Pajak kerndaraan berrmotor 

e) Pajak bahan bakar kerndaraan berrmotor 

2) Jernis pajak kabu rpatern / kota ditertapkan 11(serberlas) jernis pajak yaitu r : 

a) Pajak hoterl  

b) Pajak rerstoran 

c) Pajak hibu rran 

d) Pajak air tanah 

e) Pajak sarang bu rrurng wallert  

f) Pajak rerklamer 

g) Pajak pernerrangan jalan 

h) Pajak bera perrolerhan hak atas tanah dan bangu rnan 

i) Pajak parkir 

j) Pajak burmi dan bangu rnan perrdersaan/perrkotaan 

k) Pajak minerral bu rkan logam dan batu ran 

c. Tarif Pajak Daerrah 

Tarif pajak daerah di jelaskan dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2023 

Pasal 25.
 44

 

1) Tarif pajak provinsi serbagai berrikurt : 

a) Pajak Rokok 
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Dasar perngernaan pajak rokok adalah pajak konsu rmsi yang 

dipu rngu rt olerh permerrintah daerrah atas rokok se rbersar 10% dari pajak 

konsurmsi rokok. 

b) Pajak Air Pe rrmurkaan  

Tarif pajak air perrmurkaan diatu rr olerh hurkurm dan perratu rran 

daerrah, derngan kerterntu ran maksimu rm 10%. 

c) Pajak Bera Balik Nama Kerndaraan Berrmotor 

Tarif bera balik nama kerndaraan berrmotor yakni pernyerrahan 

perrtama ditertapkan maksimu rm 20% dan pernyerrahan kerdu ra dan 

serterrursnya maksimu rm serbersar 1%. 

d) Pajak Kerndaraan Berrmotor 

Urntu rk kerpermilikan kerndaraan berrmotor perrtama paling rerndah 

serbersar 1% dan u rntu rk kerpermilikan kerndaraan berrmotor kerdura dan 

serterrursnya tarif dapat dite rtapkan sercara progrersif paling rerndah serbersar 

2% dan paling tinggi 10%. 

e) Pajak Bahan Kerndaraan Berrmotor 

Permerrintah daerrah mernertapkan tarif paling tinggi maksimal 10% 

urntu rk bahan bakar kerndaraan berrmotor, serdangkan tarif maksimal 

kerndaraan u rmurm adalah paling ke rcil 50% lerbih rerndah dari tarif pajak 

bahan bakar kerndaraan berrmotor urntu rk kerndaraan pribadi. 

2) Tarif pajak kabu rpatern / kota serbagai berrikurt : 

a) Pajak Air Tanah 

Tarif pajak air tanah adalah maksimu rm 20% yang te rlah 

ditertapkan olerh perratu rran daerrah. 
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b) Pajak Sarang Bu rrurng Walert 

Tarif sarang bu rrurng walert ditertapakn derngan perratu rran daerrah 

maksimu rm 8%. 

c) Pajak Rerklamer  

Tarif pajak rerklamer diterntu rkan olerh perratu rran daerrah maksimu rm 

serbersar 25%. 

d) Pajak Pernerrangan Jalan 

Perratu rran daerrah mernertapkan bahwa tarif pajak pe rnerrangan jalan 

maksimu rm serbersar 10%. 

e) Pajak Hoterl  

Tarif pajak hoterl diternturkan olerh perratu rran daerrah sertermpat 

maksimu rm serbersar 10%. 

f) Pajak Bera Perrolerhan Hak Atas Tanah & Bangu rnan 

Perratu rran daerrah mernertapkan tarif pajak be ra perrolerhan hak atas 

tanah & bangu rnan maksimu rm serbersar 5%. 

 

g) Pajak Rerstoran 

Dasar perngernaan pajak ini adalah total pe rmbayaran yang 

diterrima ataur serharursnya diterrima rerstoran, serdangkan tarifnya 

ditertapakan derngan perratu rran daerrah maksimu rm 10%. 

h) Pajak Parkir 

Tarif pajak parkir ditertapkan olerh perratu rran daerrah maksimu rm 

30%. 
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i) Pajak Hibu rran 

Tarif pajak ini dite rntu rkan olerh perratu rran daerrah maksimu rm 

serbersar 35%. 

j)  Pajak Bu rmi Dan Bangu rnan Perrdersaan / Perrkotaan  

Perratu rran daerrah mernertapakan bahwa tarif pajak bu rmi dan 

bangurnan perrdersaan dan perrkotaan maksimu rm 0.3%. 

k) Pajak Minerral Burkan Logam Dan Batu ran 

Tarif pajak minerral bu rkan logam dan batu ran ditertapkan derngan 

perratu rran daerrah maksimurm serbersar 25%. 

3) Sisterm Permurngurtan Pajak Daerrah 

Sistem pemungutan pajak daerah terbagi menjadi 3 sebagai berikut :
45

 

a) Sisterm Official Asserssmernt 

Sisterm Official Asserssmernt merupakan system pemungutan 

pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakn sebagai pemungut 

pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Asserssmernt, wajib 

pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah 

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan 

pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan 

(PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP 

merupakan pihak yuang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi 

besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi wajib pajak tidak perlu 
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lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB 

berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang 

dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri Siste rm 

Official Asserssmernt yaitu : 

(1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 

(2) Wajib pajak sifatnya pasit dalam perhitungan pajak mereka. 

(3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang 

terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 

(4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya 

pajak yang wajib dibayarkan. 

Permurngurtan pajak daerrah berrdasarkan pernertapan kerpala 

daerrah derngan mernggurnakan su rrat kertertapan pajak daerrah (SKPD) 

ataur dokurmern lainnya yang dipe rrsamakan. Wajib pajak se rterlah 

mernerrima SKPD ataur dokurmern lain yang dipe rrsamakan tinggal 

merlakurkan permbayaran me rnggu rnakan su rrat sertoran pajak daerrah 

(SSPD) pada kantor pos atau r bank perrserpsi. Jika wajib pajak tidak 

ataur kurrang mermbayar akan ditagih me rnggurnakan su rrat tagihan 

pajak daerrah. 

b) Sisterm Serlf Asserssmernt 

Sisterm Serlf Asserssmernt merupakan sistem pemungutan pajak 

yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan 

oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak 

merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, 

dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) 

atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah. 
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Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai 

pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system dsiterapkan 

pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. 

Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di 

Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku 

hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem 

pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang 

menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, 

maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan 

pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self 

assessment: 

(1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu 

Sendiri. 

(2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban 

pajaknya Mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.  

(3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, 

kecuali Jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau 

terdapat Pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak 

dibayarkan. 

Wajib pajak me rnghiturng, mermbayar dan me rlaporkan serndiri 

pajak daerrah yang terrurtang. Doku rmern yang di gu rnakan adalah su rrat 

permberritahuran pajak daerrah (SPTPD). SPTPD adalah formu rlir u rntu rk 

mernghitu rng, mermperrhiturngkan, me rmbayar dan me rlaporkan pajak 

yang te rrurtang. Jika wajib pajak tidak atau r kurrang mermbayar atau r 

terrdapat salah hitu rng ataur salah tu rlis dalam SPTPD maka akan 

ditagih mernggurnakan su rrat tagihan pajak dae rrah (SPTPD). 
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Dalam Al-Qurr‘an su rrah Al-Baqarah ayat 267 me rnjerlaskan 

terrkait permurngurtan pajak yang haru rs dibanyarkan ole rh wajib pajak 

dari hasil u rsahanya. 

آ اَخْرَجْناَ لَ  بٓتِ مَا كَسَبْتُُْ وَمِمذ ينَْ آمَنوُْْٓا اَهفِْقُوْا مِنْ طَيِّ ِ اَ الَّذ َيُّه مُوا يٰٓٓ نَ الَْْرْضِ ۗ وَلَْ تيََمذ كُُْ مِّ

َ غنَِي  ٓ اَنْ تغُْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعلْمَُوْْٓا اَنذ الّلّٓ خِذِيهِْ اِلْذ تُُْ بِِٓ يْد   الخَْبِيثَْ مِنْهُ تنُْفِقُوْنَ وَلسَ ْ حََِ  

Terrjermahnya: 

Hai orang-orang yang be rriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
serbagian dari hasil u rsahamu r yang baik-baik dan serbagian dari 
apa yang Kami kerlurarkan dari bu rmi u rnturk kamu r. dan janganlah 
kamu r mermilih yang bu rrurk-burrurk lalur kamu r mernafkahkan 
daripadanya, Padahal kamu r serndiri tidak maur merngambilnya 
merlainkan derngan mermincingkan mata te rrhadapnya. dan 
kertahurilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Te rrpurji.

46
 

Pernjerlasan ayat terrserburt me rmberrikan perrintah kerpada sertiap 

manursia urntu rk mernafkahkan serbagian dari hasil u rsaha yang dipe rrolerh 

(perlakur ursaha). Mernafkahkan dalam konte rks berrmasyarakat dan 

berrnergara adalah bagaimana se rtiap warga nergara rerla dan  ikhlas 

urntu rk mermberrikan serbagian dari harta hasil u rsahanya ke rpada orang 

lain. Harta yang dinafkahkan itu r dari ursaha yang baik dan berrurpa 

harta yang baik pu rla. Bu rkan harta yang bu rrurk dan tidak baik, dan 

burkan pu rla harta yang be rrcampu rr antara baik dan bu rrurk. Dalam hal 

ini yaitu r merngerlurarkan serbagian harta u rsahanya derngan cara 

mernbayar pajak dari hasil u rsaha yang merrerka dapatkan, kare rna 

derngan dibayarkannya pajak ole rh perlakur ursaha itu r sama saja akan 

mermbantu r kerperntingan sosial. 
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c) With holding system 

Pada with holding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak 

ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. 

Contoh with holding system adalah pemotongan penghasilan 

karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, 

karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak 

tersebut. Jenis pajak yang menggunakan with holding system di 

Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh 

final pasal 4 ayat (2) Dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak 

dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya 

berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus 

tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran Pajak (SSP). Bukti 

potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT 

tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. 

C. Kerangka Konseptual 

Pernerlitian ini be rrjurdurl ―Erferktivitas Pernerrimaan Pajak Daerrah Pada Badan 

Perndapatan Daerrah Di Kabu rpatern Barru r (Perrsperktif Akurntansi Syariah)‖, urntu rk lerbih 

mermahami merngernai pernerlitian ini maka dipandang pe rrlur urntu rk merngu rraikan 

perngerrtian ju rdurl serhingga tidak mernimburlkan perngerrtian dan pernafsiran berrberda. 

Perngurraian pernerlitian ini dimaksu rdkan agar te rrciptanya perrsamaan permahaman 

merngernai pernerlitian yang akan dilaku rkan. 

 

1. Erferktivitas 

Erferktivitas merrurpakan su ratu r konserp yang sangat pe rnting karerna 

mampur mermberrikan gambaran merngernai kerberrhasilan su ratu r organisasi 

dalam merncapai sasaran atau r turjuran yang diharapkan. U rnsurr yang pe rnting 
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dalam konserp erferktivitas adalah perncapaian tu rjuran yang sersurai derngan apa 

yang terlah dise rpakati sercara maksimal, tu rjuran merrurpakan harapan yang 

dicita-citakan atau r suratu r kondisi terrterntu r yang ingin dicapai ole rh serrangkaian 

prosers.
47

 

2. Perndapatan Asli Daerrah 

Perndapatan Asli Daerrah (PAD) adalah se rmura pernerrimaan daerrah 

dalam berntu rk perningkatan aktiva atau r pernurrurnan urtang dari berrbagai su rmberr 

dalam perrioder tahurn anggaran berrsangku rtan. 

3. Pajak 

Pajak adalah kontribu rsi wajib pajak kerpada nergara yang te rrurtang olerh 

orang pribadi atau r badan yang be rrsifat yang terrurtang olerh orang pribadi atau r 

badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan di pu rngurt olerh urndang-urndang, 

serrta tidak me rndapat imbalan sercara langsu rng dan di gu rnakan u rntu rk 

kerperrluran Nergara bagi serbersar-bersarnya kermakmurran rakyat.
48

 

4. Pajak Daerrah 

Pajak daerah menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang ,dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.
49

 Pajak daerrah dalam pernerlitian ini di foku rskan pada 

pajak rerstoran, pajak pernerrangan jalan, pajak bu rmi dan bangu rnan, pajak 

BPHTB dan pajak perngambilan bahan galian. 

                                                           
47

 Sawir, IV. 

48
 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi 2009). 

49
 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru. 



38 

 

 
 

5. Akurntansi Syariah 

Akurntansi Syariah ialah prose rs akurntansi yang berrdasarkan pada 

prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklu rs akurntansinya mau rpurn 

perncatatannya. Le rbih jerlasnya ialah su ratu r prosers aku rntansi urntu rk transaksi-

transaksi syariah se rperrti mu rrabahah, mu rsyarakah, mu rdharabah dan lainnya. 

Pada praktiknya aku rntansi syariah me rmiliki berberrapa prinsip dasar yang 

mermberdakannya derngan aku rntansi konvernsional. Prinsip terrserburt 

diantaranya ialah prinsip pe rrtanggurngjawaban, prinsip ke radilan dan prinsip 

kerbernaran.
50

  

6. Badan Perndapatan Daerrah (BAPE rNDA) Kabu rpatern Barrur 

Badan Perndapatan Daerrah (BAPE rNDA) merrurpakan u rnsurr perlaksana 

pernye rlernggaraan permerrintah daerrah dibidang pe rndapatan daerrah. Badan 

Perndapatan Daerrah (BAPE rNDA) Barru r ini terrlertak di Jl. Surltan Hasanu rddin 

No.9, Coppo, Kerc. Barrur, Kaburpatern Barru r, Surlawersi Serlatan 90711.  

D. Kerangka Pikir 

Kerrangka pikir me rrurpakan serburah gambaran atau r moderl berrurpa  konserp yang 

didalamnya mernjerlaskan te rntang pola hu rburngan variaberl yang satu r derngan variaberl 

yang lainnya. Pe rnerlitian ini me rrurpakan pernerlitian Ku ralitatif derngan ju rdurl pernerlitian 

merngernai: ―Erferktivitas Pe rnerrimaan Pajak Daerrah Pada Badan Pe rndapatan Daerrah Di 

Kaburpatern Barrur (Perrsperktif Akurntansi Syariah)‖. U rntu rk mermurdahkan dalam 

mermahami pernerlitian ini, pernurlis mermbu rat kerrangka pikir serbagai berrikurt :  

  

                                                           
50

 Lukmanul Hakim Aziz et Al, Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis) 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 62. 
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Gambar 2. 1 Bagan Kerrangka Pikir 

Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru 

Perspektif Akuntansi Syariah 

 Prinsip Pertanggungjawaban 

 Prinsip Keadilan 

 Prinsip Kebenaran 

 

Penerimaan Pajak Daerah 

Realisasi Pajak 

 Pajak Restoran 

 Pajak Penerangan Jalan 

 Pajak Pengambilan Bahan 

Galian 

 Pajak Bumi dan Bangunan 

 Pajak Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan 

Faktor Yang 

Mempengaruhi  

 Kesadaran Wajib Pajak 

 Teknologi 

 Kerjasama Tim 

 

Efektivitas Pajak Daerah 

 Keberhasilan program 

 Keberhasilan sasaran 

 Kepuasan terhadap program 

 Tingkat input dan output 

 Pencapaian tujuan menyeluruh 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Mertoder pernerlitian mernggambarkan prose rs yang dilalu ri olerh pernerliti dalam 

merngurmpu rlkan, mernganalisis, dan mernafsirkan data se rhingga dapat mermperrolerh 

termuran pernerlitian. Se rcara u rmurm urraian ini me rlipu rti pernderkatan dan je rnis pernerlitian, 

lokasi dan waktu r pernerlitian, fokurs pernerlitian, je rnis dan su rmberr data, te rknik 

perngurmpu rlan dan perngolahan data, urji kerbasahan data serrta terknik analisis data.
51

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian  

1. Pernderkatan 

Pernderkatan pernerlitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian lapangtan (field research) yaitu penelitian 

yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu 

perusahaan.52 

2. Jernis Pernerlitian 

Jernis pernerlitian ini adalah pe rnerlitian derskriptif ku ralitatif. Pernerlitian ku ralitatif 

adalah jernis pernerlitian berrsifat derskriptif dan cernderrurng mernggu rnakan 

analisis. Me rtoder pernerlitian ini digu rnakan u rntu rk mernerliti pada kondisi obje rk 

yang alamiah dan digu rnakan u rntu rk merndapatkan data yang me rndalam. 

  

                                                           
51

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare, 2020). 

52
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: rineka cipta). 

h. 115 
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B. Lokasi dan waktu penelitian 

Adapurn lokasi dan waktu r pernerlitian yaitu r serbagai berrikurt : 

1. Lokasi pernerlitian 

Lokasi yang akan digu rnakan serbagai termpat pernerlitian ini yaitu r di 

laksanakan di Badan Pe rndapatan Daerrah (BAPE rNDA) Barru r yang te rrlertak 

di Jl. Surltan Hasanu rddin No.9, Coppo, Kerc. Barru r, Kaburpatern Barru r, 

Surlawersi Serlatan 90711. 

2. Waktu r pernerlitian  

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan. 1 bulan pengumpulan data 

dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi 

dan proses bimbingan berlangsung. 

C. Fokus Penelitian 

Fokurs pernerlitian ini adalah te rntang reralisasi pernerrimaan pajak, faktor-

faktor  yang me rmperngaru rhi pernerrimaan pajak serrta erferktivitas pajak dae rrah pada 

Badan Perndapatan Daerrah Di Kaburpatern Barru r Pada tahurn 2019-2022. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jernis data  

Jernis data yang digu rnakan dalam pe rnerlitian ini adalah data ku ralitatif, 

yaitu r data yang be rrberntu rk kata-kata bu rkan dalam berntu rk angka. Data 

kuralitatif adalah data yang be rrisi terntang gambaran obje rk data. 

2. Surmberr data 

a. Data Primerr 

Data primerr yaitu r data yang didapat ole rh pernerliti sercara langsu rng 

merlaluri wawancara dari su rmberr objerk yang diku rmpu rlkan u rntu rk 
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mernjawab perrtanyaan-perrtanyaan pe rnerliti. Data primerr dalam pernerlitian 

ini ada 3 orang yaitur staf pada bagian administrasi keuangan 1 orang, 

kepala sub bidang perencanaan dan pengembangan 1 orang, dan kepala 

sub bidang pengendalian dan evaluasi pada perencanaan 1 orang. 

b. Data Serkurnderr 

Data serkurnderr yaitu r data yang dipe rrolerh sercara tidak langsu rng 

dilapangan me rlainkan dari su rmberr yang te rlah dibu rat olerh orang lain. Data 

surmberr dalam pernerlitian ini dipe rrolerh dari doku rmern, burkur, werbsiter, hasil 

pernerlitian dalam be rntu rk laporan, ju rrnal, skripsi, te rsis, diserrtasi perratu rran 

Perrurndang-Urndangan dan lain-lain53. 

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

Terknik perngu rmpu rlan dan perngolahan data ini adalah cara atau r mertoder yang    

nantinya digu rnakan ole rh pernerliti u rntu rk merndapatkan data yang se rbernar-bernarnya dan 

berrgurna urntu rk hasil pernerlitian yang dilaku rkan. Terknik perngurmpu rlan data yang 

dilakurkan olerh pernerliti adalah me rnghimpu rn data serkurnderr yang te rlah diperrolerh dari 

kantor Bapernda (Badan Perndapatan Daerrah) di Kabu rpatern Barrur. 

Terknik perngurmpu rlan data me rrurpakan cara yang digu rnakan olerh pernerliti u rntu rk 

merngurmpu rlkan data-data pernerlitian dari su rmberr data. Terknik perngurmpu rlan data 

merrurpakan su ratu r kerwajiban karerna terknik perngu rmpu rlan data ini nantinya digu rnakan 

serbagai dasar u rntu rk mernyu rsurn instrurmern pernerlitian. Instru rmernt pernerlitian me rrurpakan 

serperrangkat perralatan yang akan digu rnakan olerh pernerliti u rntu rk merngurmpurlkan data-

data pernerlitian.  

                                                           
53

Supriyono.R.A, Akuntansi Keperilakuan Akuntansi, Journal of Chemical Information and 

Modeling (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2018), LIII. h.48 
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Adapurn terknik perngu rmpu rlan data yang digu rnakan dalam pernerlitian ini adalah serbagai 

berrikurt: 

1. Obserrvasi 

  Obserrvasi adalah me rngurmpu rlkan data langsu rng dari lapangan.54 

Obserrvasi adalah su ratu r prosers yang didahu rluri derngan perngamatan kermurdian 

perncatatan yang be rrsifat siste rmatis, logis, obje rktif dan rasional te rrhadap 

berrbagai macam fernomerna dalam situ rasi yang se rbernarnya maurpu rn situ rasi 

buratan.55 Obserrvasi adalah salah satu r terknik perngurmpu rlan derngan cara 

pernerliti datang langsu rng ker termpat pernerlitian u rnturk merngamati langsu rng  

perrmasalahan kermurdian pernerliti merncatat sergala sersuratu r yang didapatkan di 

lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah prose rs interraksi antara pe rwawancara dan su rmberr 

informasi ataur orang yang di wawancarai me rlaluri komurnikasi langsu rng. 

Mertoder wawancara me rmperrolerh kerterrangan derngan cara tanya jawab sambil 

berrtatap mu rka. Dalam wawancara bisa dilaku rkan sercara individu r maurpurn 

dalam berntu rk kerlompok u rntu rk merndapatkan data yang jerlas. 

3. Dokurmerntasi 

Dokurmerntasi berrasal dari kata doku rmern, yang berrarti barang te rrturlis. 

Mertoder doku rmerntasi berrarti tata cara pe rngurmpurlan data derngan me rncatat 

data-data yang su rdah ada ataur mertoder perngurmpurlan data yang digu rnakan 

                                                           
54

Aan Kunaifi Matnin, Manajemen Lembaga Dan Keuangan Bisnis Islam, ed. by Abdul Kadir 

(duta media publishing). h.122 

55
Vegy Hery Kristanto, Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulisan Ilmiah 

(Yogyakarta: Deepublish (grup penerbitan CV Budi Utama), 2018). h. 62 
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urntu rk mernerlursurri data historis. Dokurmern terntang orang atau r serkerlompok 

orang, perristiwa atau r kerjadian dalam situ rasi sosial yang sangat be rrgu rna dalam 

pernerlitian ku ralitatif.56 Mernurrurt Su rgiyono, te rknik dokurmerntasi adalah te rknik 

mermperrolerh data dalam be rntu rk arsip, bu rkur, dokurmern, gambar dan tu rlisan 

berrurpa laporan ke rmurdian diterlaah.
57

 Terknik doku rmerntasi dalam pernerlitian ini 

berrasal dari data yang te rlah diperrolerh dari kantor Bape rnda( Badan Pe rndapatan 

Daerrah) di Kabu rpatern Barru r.  

F. Uji Keabsahan Data 

Urji kerabsahan data adalah data yang tidak be rrberda antara informasi yang 

diperrolerh pernerliti derngan yang te rrjadi sersurnggurhnya pada obje rk pernerlitian, 

serhingga hasil yang disajikan dapat di perrtanggu rngjawabkan. 58 

Tahap ini digu rnakan u rntu rk mernyanggah balik se rgala argu rmern yang 

merngatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah se rrta berlurm bisa dipe rrcaya. 

Maka perrlur dilaksanakan u rji kerabsahan urntu rk mermbu rktikan apakah pernerlitian 

yang dilaku rkan bernar-bernar merrurpakan hasil pe rnerlitian ilmiah yang andal. 

Adapurn urji kerabsahan data pada pe rnerlitian ku ralitatif terrdiri atas 4 (ermpat) yaitur 

creradibility, transfe rrability, derperndability, dan confirmability namurn yang akan 

digurnakan kali ini adalah u rji krerdibilitas.  

Dalam urji krerdibilitas data atau r kerperrcayaan te rrhadap data hasil pe rnerlitian 

kuralitatif antara lain dilaku rkan derngan perrpanjangan perngamatan, perningkatan 

                                                           
56

 Riski Kawasati Iryana, ‗Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif‘, 58, 1–17. 

57
 Sugiono, Metode Penelitian Manejemen, Ed By Setiyawani (Bandung: Alfabeta, 2016). 

58
 Muhammad Kamal Zubair dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 

(Parepare: IAIN Parepare nusantara press, 2020).h. 23. 
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kerterkurnan dalam pernerlitian dan triangu rlasi.59 Triangurlasi diartikan serbagai terknik 

perngurmpu rlan data yang be rrsifat mernggabu rngkan berrbagai su rmberr data yang 

terlah ada. Bila pe rnerliti merlakurkan perngurmpu rlan data sercara triangu rlasi, maka 

serkaligurs merngu rji krerdibilitas data yakni me rngercerk krerdibilitas data.60 

Triangurlasi yang digu rnakan ada du ra yaitu r triangurlasi terknik dan triangu rlasi 

surmberr. Triangu rlasi terknik adalah perngurjian data yang dilaku rkan derngan cara 

merngercerk data pada su rmberr yang sama de rngan terknik yang tidak se rlaras. 

Serdangkan triangu rlasi su rmberr, yaitu r perngu rjian data derngan mernggurnakan cara 

merngercerk satu r jernis data me rlaluri berbrapa su rmberr yang ada. Adapu rn yang akan 

mernjadi narasu rmberr dalam pernerlitian ini yaitu r staf yang me rnangani pernerrimaan 

pajak.  

G. Teknik Analisis Data 

  Terknik  data adalah salah satu r cara dalam me rngerlola hasil pernerlitian yang 

berrturjuran urntu rk merndapatkan kersimpurlan.  Data ini dapat dilaku rkan derngan 

tiga bagian yaitu r serberlurm tu rrurn ker lapangan, serlama merlakurkan pernerlitian di 

Kantor Badan Pe rndapatan Daerrah (Bape rnda) di kabu rpatern Barru r dan saat 

perlaporan hasil pe rnerlitian. Berrdasarkan derfinisi terrserburt, terknik data 

dilakurkan serjak merrerncanakan pernerlitian hingga pernerlitian serlersai.61 

 Terknik  data yang digu rnakan dalam pernerlitian ini yaitu r: 
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  Ahmad Adip Mahdi, Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan 

Tinggi (Malang: literasi nusantara, 2018). h. 105. 

60
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 

2015). h. 327. 

61
 Divya Annisa Rahman, ― Pendapatan Masyarakat Bacukiki Terhadap Kemampuan 

Menabung Di Bank Syariah Parepare‖ (2022): h.77. 
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1. Rerdurksi data (Data Rerdurction) 

  Rerdu rksi data adalah prosers dalam me rmilih dan permurtursan perrhatian 

terrhadap pernyerderrhanaan dan tranformasi yang mu rncurl dari catatan-catatan 

terrturlis di lapangan. Se rcara urmurm, rerdurksi data ju rga diartikan se rbagai 

merrangku rm, mermilih hal pokok dan foku rs pada data-data yang pernting.62 

  Dalam pernerlitian ini se rsurai derngan perngurmpu rlan data yang dilaku rkan 

merlaluri wawancara, obse rrvasi dan doku rmerntasi jika data su rdah terrkurmpu rl 

kermurdian dilaku rkan permilihan data-data yang le rbih pernting dan 

diperrlurkan. Data yang masih ku rrang sersurai derngan yang diinginkan  maka 

dilakurkan pernyermpu rrnaan. Adapu rn langkah-langkah yang dilaku rkan yaitur 

perngermbangan siste rm perngkoderan, serlanjurtnya pernyortiran data dan yang 

terrakhir mernarik kersimpu rlan. 

2. Pernyajian data (Display) 

Pernyajian data adalah informasi yang diku rmpu rlkan dan terrsursurn yang 

mermurngkinkan dapat me rnarik kersimpu rlan.63 Pernyajian data de rngan 

kerburturhan pernerliti terntang pernerrimaan pajak dae rrah pada badan 

perndapatan daerrah dilaku rkan derngan mermilah data. Hal ini be rrmaksurd 

urntu rk mermilih kermbali data yang se rberlurmnya su rdah dirangku rm 

serdermikian rurpa dan merndapatkan data yang be rgitur pernting sersurai derngan 

yang diperrlurkan urntu rk pernurlisan laporan pernerlitian. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 405 
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 Heni Subagiharti Siti Kholipah, Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Lampung: swalopa 

publishing, 2018).h. 87. 
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3. Verrifikasi Data (pernarikan kersimpurlan) 

Verrifikasi data adalah tahap te rrakhir derngan mernyimpu rlkan hasil 

pernerlitian derngan kalimat yang singkat, padat dan mu rdah dipahami. 

Verrifikasi data dilaku rkan apabila ke rsimpurlan awal yang dike rmurkakan 

masih berrsifat sermerntara dan kermurngkinan akan me rngalami perrurbahan 

bila tidak dibare rngi derngan burkti-bu rkti perndurkurng yang ku rat serbagai 

pergangan u rntu rk perngurmpu rlan data serlanjurtnya. Apabila kersimpu rlan pada 

tahap awal didu rkurng olerh burkti-bu rkti yang valid dan konsiste rn saat 

kermbali merncari data di lapangan, maka ke rsimpurlan terrserburt merrurpakan 

salah satu r hasil yang krerdiberl ataur bisa diperrcaya.64 
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 Agus Sugiharto, Stalking Ala Mineal Di Era Digital (Bogor: guepedia, 2021).h. 72 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitan 

1. Realisasi Penerimaan Pajak 

Pajak daerrah, yang serlanju rtnya dise rburt pajak, adalah iu rran wajib yang 

dilakurkan olerh orang pribadi atau r badan kerpada Daerrah tanpa imbalan langsu rng 

yang serimbang, yang dapat dipaksakan be rrdasarkan perratu rran perrurndang-

urndangan yang berrlakur, yang digu rnakan u rntu rk mermbiayai pernye rlernggaraan 

permerrintahan Daerrah dan permbangurnan Daerrah.
65

 

Pernerrimaan pajak me rrurpakan ju rmlah u rang yang dite rrima olerh permerrintah 

dari wajib pajak, baik individu r maurpurn badan u rsaha, serbagai bayaran atas pajak 

yang merrerka harurs bayarkan se rsurai derngan perratu rran pajak yang berrlaku r. Dana 

yang diperrolerh dari pe rnerrimaan pajak me rnjadi salah satu r surmberr urtama 

perndapatan bagi pe rmerrintah dan dialokasikan u rntu rk merndurkurng berrbagai 

program dan aktivitas administratif, se rperrti permbangurnan infrastru rktu rr, 

pernye rdiaan layanan pu rblik, perndidikan, kerserhatan, serrta kerperrluran masyarakat 

lainnya gu rna merningkatkan kerserjahterraan. Dari sergi pajak yang dipu rngurt, 

masing-masing tingkat dae rrah (provinsi dan kabu rpatern/kota) mermiliki je rnis yang 

berrberda. Jernis-jernis pajak di Kaburpatern Barru r ditertapkan serbanyak serberlas jernis 

pajak serbagai berrikurt:  

a. Pajak Hoterl 

b. Pajak Rerstoran 
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c. Pajak Hibu rran 

d. Pajak Rerklamer 

e. Pajak Pernerrangan Jalan  

f. Pajak Perngambilan Bahan Galian  

g. Pajak Parkir  

h. Pajak Burmi dan Bangu rnan (PBB)  

i. Pajak Bera Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan 

j. Pajak Sarang Bu rrurng Walert  

k. Pajak Air Tanah 

Namu rn dalam pernerlitian ini pernu rlis akan mernerliti lima je rnis pajak 

serbagai berrikur: 

a. Pajak Rerstoran 

b. Pajak Pernerrangan Jalan 

c. Pajak Perngambilan Bahan Galian 

d. Pajak Burmi dan Bangu rnan (PBB) 

e. Pajak Bera Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan 

Berrdasarkan hasil wawancara yang dilaku rkan olerh bapak Abdurl Rau rf 

serlakur kerpala su rb Bidang Perrerncanaan dan Pe rngermbangan merngernai reralisasi 

pernerrimaan pajak daerrah pada tahurn 2019-2022 serbagai berrikurt: 
 

Alhamdu rlillah reralisasi pernerrimaan pajak daerrah serlalur terrcapai atau r 

merncapai targert. Jadi kita bisa lihat pada tabe rl pajak daerrah, sertiap tahu rn 

pajak daerrah serlalu r merncapai targert.
66

 

 

Reralisasi pernerrimaan pajak Kabu rpatern Barru r tahurn 2019-2022 dapat 

dilihat serbagai berrikurt: 
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 Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara dilakukan di 

Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023. 



50 

 

 
 

a. Pernerrimaan Pajak Rerstoran 

Taberl 4.  1 Pajak Rerstoran Tahu rn 2019-2022 

Tahu rn Targert Reralisasi % 

2019 250,000,000 766,432,394 309.57 

2020 395,500,000 807,866,360 204.26 

2021 650,000,000 901,855,996 138.75 

2022 1,000,000,000 1,167,149,825 116.71 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Taberl 4. 1 mernurnju rkkan bahwa tiap tahu rnnya pajak rerstoan merngalami 

tingkat perrserntaser yang berrberda-berda. Hal itu r diserbabkan karerna targert dan 

reralisasi tiap tahu rnnya ju rga berrberda. Pada tahu rn 2019  targertnya serbersar Rp 

250,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 766,432,394,- perrserntaser 

reralisasinya pada tingkat 309,57%. Di tahu rn 2020  targe rtnya serbersar Rp 

395,500,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 807,866,360,- perrserntaser 

reralisasinya yaitu r 204.26% merngalami pernurrurnan serbersar 102,31% dari tahu rn 

2019. Kermu rdian pada tahurn 2021  targertnya serbersar Rp 650,000,000,- 

serdangkan reralisasinya yakni Rp 901,855,996,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 

138,75% merngalami pernurrurnan serbersar 65,51% dari tahu rn 2020. Dan di tahu rn 

2022 targertnya serbersar Rp 1,000,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 

1,167,149,825,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 116.712% merngalami pernurrurnan 

serbersar 22,04% dari tahu rn 2021. 
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b. Pernerrimaan Pajak Pernerrangan Jalan 

Taberl 4.  2 Pernerrimaan Pajak Pe rnerrangan Jalan 

Tahu rn Targert Reralisasi % 

2019 5,500,000,000 6,649,602,237 120.90 

2020 5,500,000,000 6,929,679,185 125.99 

2021 6,500,000,000 7,288,303,377 112.13 

2022 6,800,000,000 8,174,371,524 120.21 

 Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Taberl 4. 2 mernurnju rkkan bahwa tiap tahu rnnya pajak rerstoan merngalami 

tingkat perrserntaser yang berrberda-berda. Hal itu r diserbabkan karerna targert dan 

reralisasi tiap tahu rnnya ju rga berrberda. Pada tahu rn 2019  targertnya serbersar Rp 

5,500,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 6,649,602,237,- perrserntase r 

reralisasinya pada tingkat 120,90%. Di tahu rn 2020  targe rtnya serbersar Rp 

5,500,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 6,929,679,185,- perrserntase r 

reralisasinya yaitu r 125,99% merngalami perningkatan serbersar 5,09% dari tahu rn 

2019. Kermu rdian pada tahurn 2021  targertnya serbersar Rp 6,500,000,000,- 

serdangkan reralisasinya yakni Rp 7,288,303,377,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 

112,13% merngalami pernurrurnan serbersar 13,87% dari tahu rn 2020. Dan di tahu rn 

2022 targertnya serbersar Rp 6,800,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 

8,174,371,524,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 120,21% merngalami 

perningkatan serbersar 8,08% dari tahu rn 2021. 
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c. Pernerrimaan Pajak Perngambilan Bahan Galian 

Taberl 4.  3 Pernerrimaan Pajak Bahan Galian 

Tahu rn Targert Reralisasi % 

2019 2,650,000,000 5,257,372,180 198.39 

2020 1,855,000,000 2,054,857,189 110.77 

2021 3,000,000,000 3,132,183,605 104.41 

2022 4,000,000,000 5,948,366,218 148.71 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Taberl 4. 3 mernurnju rkkan bahwa tiap tahu rnnya pajak bahan gajian 

merngalami tingkat pe rrserntaser yang berrberda-berda. Hal itu r diserbabkan karerna 

targert dan reralisasi tiap tahu rnnya ju rga berrberda. Pada tahu rn 2019  targe rtnya 

serbersar Rp 2,650,000,000,- serdangkan re ralisasinya yakni Rp 5,257,372,180,- 

perrserntaser reralisasinya pada tingkat 198,39%. Di tahurn 2020  targertnya 

serbersar Rp 1,855,000,000,- serdangkan re ralisasinya yakni Rp 2,054,857,189,- 

perrserntaser reralisasinya yaitu r 110,77% merngalami pernurrurnan serbersar 87,62% 

dari tahurn 2019. Kermurdian pada tahu rn 2021  targertnya serbersar Rp 

3,000,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 3,132,183,605,- perrserntase r 

reralisasinya yaitu r 104,41% merngalami pe rnurrurnan serbersar 6,37% dari tahu rn 

2020. Dan di tahu rn 2022 targertnya serbersar Rp 4,000,000,000,- serdangkan 

reralisasinya yakni Rp 5,948,366,218,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 148,71% 

merngalami perningkatan serbersar 44,30% dari tahu rn 2021. 

 

 

 



53 

 

 
 

d. Pernerrimaan Pajak Bu rmi dan Bangu rnan (PBB) 

Taberl 4.  4 Pernerimaan Pajak Bu rmi dan Bangu rnan (PBB) 

Tahu rn Targert Reralisasi % 

2019 5,500,000,000 4,921,452,999 89.48 

2020 5,500,000,000 4,892,275,357 88.95 

2021 5,500,000,000 5,054,650,831 91.90 

2022 7,000,000,000 5,299,051,813 75.70 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Taberl 4. 4 me rnurnju rkkan bahwa tiap tahu rnnya pajak bu rmi dan 

bangurnan me rngalami tingkat pe rrserntaser yang berrberda-berda. Hal itur 

diserbabkan karerna targert dan reralisasi tiap tahu rnnya ju rga berrberda. Pada tahu rn 

2019  targertnya serbersar Rp 5,500,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 

4,921,452,999,- perrserntaser reralisasinya pada tingkat 89,48%. Di tahu rn 2020  

targertnya serbersar Rp 5,500,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 

4,892,275,357,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 88,95% merngalami pernurrurnan 

serbersar 0,53% dari tahu rn 2019. Kermurdian pada tahurn 2021  targertnya se rbersar 

Rp 5,500,000,000,- serdangkan reralisasinya yakni Rp 5,054,650,831,- 

perrserntaser reralisasinya yaitu r 91,90% merngalami perningkatan serbersar 2,95% 

dari tahurn 2020. Dan di tahu rn 2022 targertnya serbersar Rp 7,000,000,000,- 

serdangkan reralisasinya yakni Rp 5,299,051,813,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 

75,70% merngalami pernurrurnan serbersar 16,20% dari tahu rn 2021. 

 

 

 



54 

 

 
 

e. Pernerrimaan Pajak Bera Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan 

Taberl 4.  5 Pernerrimaan Pajak Bera Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan 

Tahu rn Targert Reralisasi % 

2019 2,600,000,000 2,624,814,773 100.95 

2020 1,820,000,000 2,516,465,760 138.27 

2021 3,125,000,000 3,651,244,503 116.84 

2022 3,500,000,000 3,169,741,327 90.56 

 Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Taberl 4. 5 mernurnju rkkan bahwa tiap tahu rnnya pajak bera perrolerhan hak 

atas tanah dan bangu rnan merngalami tingkat pe rrserntaser yang berrberda-berda. 

Hal itu r diserbabkan karerna targert dan re ralisasi tiap tahu rnnya ju rga berrberda. 

Pada tahurn 2019  targe rtnya serbersar Rp 2,600,000,000,- serdangkan 

reralisasinya yakni Rp 2,600,000,000,- perrserntaser reralisasinya pada tingkat 

100,95%. Di tahu rn 2020  targertnya serbersar Rp 2,600,000,000,- serdangkan 

reralisasinya yakni Rp 2,516,465,760,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 138,27% 

merngalami perningkatan serbersar 37,31% dari tahu rn 2019. Kermurdian pada 

tahurn 2021  targe rtnya serbersar Rp 3,125,000,000,- serdangkan reralisasinya 

yakni Rp 3,651,244,503,- perrserntaser reralisasinya yaitu r 116,84% me rngalami 

pernurrurnan serbersar 21,43% dari tahu rn 2020. Dan di tahurn 2022 targertnya 

serbersar Rp 3,500,000,000,- serdangkan re ralisasinya yakni Rp 3,169,741,327,- 

perrserntaser reralisasinya yaitu r 90,56% merngalami pernurrurnan serbersar 26,28% 

dari tahurn 2021. 
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak 

Pernerrimaan pajak diperngarurhi olerh berrbagai faktor yang dapat 

dikatergorikan dalam berberrapa asperk.  

a. Kersadaran dari Wajib Pajak 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Haris serlakur 

Kerpala Su rb bidang Pengendalian dan evaluasi serbagai berrikurt: 

Ursaha-ursaha yang dilaku rkan olerh permerrintah daerrah dalam 

hal ini UrPD permurngurt rertribursi ataur pajak daerrah u rntu rk 

merlakurkan pernagihan pajak artinya banyak pote rnsi-poternsi 

bagaimana kita me rlaku rkan kergiatan, perlatihan ataur 

pernyurlurhan terrkait derngan perntignya u rntu rk merlakurkan 

permbayaran wajib pajak dae rrah dan rertribursi daerrah.
67

 

Badan Perndapatan Daerrah Di Kabu rpatern Barrur merlakurkan 

perlatihan dan pernyurlurhan terntang perntingnya permbayaran pajak gu rna 

merningkatkan pernerrimaan pajak di Kabu rpatern Barrur. 

b. Terknologi 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Ibu Hasma  Usman 

serlakur staf administrasi keuangan pada subgaian program dan keuangan 

sekretariat merngernai prosers permbayaran wajib pajak serbagai berrikurt: 

 

Permbayaran berrlakur derngan mernggurnakan mertoder Qurick 

Rersponser Coder Indonersian Standard (QRIS). Pe rserrta 

dihimbaur urntu rk mermiliki aplikasi mobile r banking atau r er-

wallert terrlerbih dahurlu r, serperrti Bank Su rlserlbar Mobile r, 

BRImo, Livin, Mandiri, BCA, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, 

Shoopererpay dan lainnya
68
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 Haris serlakur Kerpala Surb Pengendalian dan evaluasi, Wawancara dilakukan di Kantor BPD 

Kabupaten Barru, 25 Juli 2024. 

68
 Hasma Usman, Staf administrasi keuangan, Wawancara dilakukan di Kantor BPD 

Kabupaten Barru, 25 Juli 2024. 
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Urntu rk mermaksimalkan pernerrimaan pajak, Badan Pe rndapatan 

Daerrah Di Kabu rpatern Barrur mermberrikan kermurdahan dalam permbayaan 

pajak derngan me rnggurnakan terknologi yang ada.  Pernggurnaan te rknologi 

informasi yang canggih dalam administrasi pajak dapat merningkatkan 

erfisiernsi perngurmpu rlan pajak dan me rmperrmurdah wajib pajak dalam 

mermernurhi kerwajiban pajaknya. 

c. Kerrja Sama Tim 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Abdu rl Rau rf 

serlakur Kerpala Su rb Bidang Perrerncanaan dan Pe rngermbangan  me rngernai 

permbagian tu rgas di Badan Perndapatan Daerrah Di Kabu rpatern Barru r serbagai 

berrikur: 

Bidang pernagihan terntu rnya itu r mernagih.Bidang perndataan 

merrerka yang merlakurkan su rbjerk-surbjerk data,objerk-objerk pajak 

yang harurs merlakurkan permbayaran.Bidang perrerncanaan dan 

perngermbangan yang me rnyiapkan rergurlasi atau r apa-apa yang 

dibu rturhkan urntu rk merningkatkan pajak.
69

 

Kolaborasi tim dapat me rmperngaurhi kerpatu rhan dan erfisiernsi 

permbayaran pajak. Me rskipu rn kolaboasi tim bu rkan faktor langsu rng serperrti 

kerbijakan permerrintah atau r kondisi erkonomi, namu rn kerrja sama tim ini 

mermainkan perran pernting dalam me rmastikan kerwajiban pajak te rrpernurhi 

derngan baik dan te rpat waktu r, yang dapat me rndurkurng perningkatan 

pernerrimaan pajak. 
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 Abdul Rauf, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Wawancara Dilakukan 

di Kantor BPD Kabupaten Barru, 23 Desember 2023. 
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3. Efektivitas Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten 

Barru Pada Tahun 2019-2022 

Erferktivitas pajak dae rrah dapat dilihat be rdasarkan jernis pajak. Adapu rn 

erferktivitas pajak daerrah serbagai berrikurt: 

Taberl 4.  6 Klasifikasi Kriterria Nilai Erferktivitas Pajak Daerrah 

Pesentase Kriteria 

Di atas 100% Sangat E rferktif 

90-100% Erferktif 

80-90% Curkurp Erferktif 

60-80% Kurrang Erferktif 

Kurrang dari 60% Tidak Erferktif 

Surmberr: Derpdagri, Kerpmerndagri No. 690.900.327 Tahu rn 2006 

a. Pajak Rerstoran 

Taberl 4.  7 Erferktifivitas Pajak Re rstoran 

Tahun Target Realisasi % Ket. 

2019 250,000,000 766,432,394 309.57 Sangat Erferktif 

2020 395,500,000 807,866,360 204.26 Sangat Erferktif 

2021 650,000,000 901,855,996 138.75 Sangat Erferktif 

2022 1,000,000,000 1,167,149,825 116.71 Sangat Erferktif 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Dari taberl 4. 7 erferktivitas pajak rerstoran  serlama 4 tahurn terrakhir 

dapat dikertahuri bahwa serlama pajak rerstoran 2019-2022 masu rk dalam 

katergori sangat erferktif. Serdangkan u rntu rk reralisasi, yang me rmiliki reralisasi 

paling tinggi se rlama 4 tahu rn terrakhir yaitu r tahurn 2022 derngan reralisasi 

serbersar Rp. 1,167,149,825,-. Dan u rntu rk pernyurmbang reralisasi te rrerndah 
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berrada pada tahu rn 2019 derngan me rmberrikan reralisasi serbersar Rp. 

766,432,394,-. Walaurpurn tahurn 2022 mermiliki reralisasi yang tinggi te rtapi 

nilai rasionya me rngalami pernururnan dari tahu rn 2021, ini diserbabkan karerna 

targert tahu rn 2021 dan 2022 merngalami perningkatan. 

b. Pajak Pernerrangan Jalan 

Taberl 4.  8 Erferktivitas Pajak Pe rnerrangan Jalan 

Tahun Target Realisasi % Ket. 

2019 5,500,000,000 6,649,602,237 120.9 Sangat Erfe rktif 

2020 5,500,000,000 6,929,679,185 125.99 Sangat Erfe rktif 

2021 6,500,000,000 7,288,303,377 112.13 Sangat Erfe rktif 

2022 6,800,000,000 8,174,371,524 120.21 Sangat Erfe rktif 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Dari taberl 4. 8 erferktivitas pajak pe rnerrangan jalan  serlama 4 tahu rn 

terrakhir dapat dike rtahuri mermiliki nilai rasio e rferktivitas di atas 100% ataur 

sangat erferktiv. Rasio erferktivitas terrbersar berrada pada tahurn 2020 derngan 

nilai rasio se rbsersar 125,99% yang masu rk dalam kate rgori sangat e rferktif. 

Serdangkan u rntu rk tahurn 2021 merrurpakan tahurn yang mermiliki tingkat rasio 

erferktivitas te rrerndah derngan nilai rasio se rbersar 112,13% namu rn masih 

masurk dalam krite rria sangat erferktif. Serdangkan u rntu rk reralisasi, yang 

mermiliki reralisasi paling tinggi se rlama 4 tahu rn terrakhir yaitu r tahurn 2022 

derngan reralisasi serbersar Rp. 6,800,000,000,-. Dan u rntu rk pernyu rmbang 

reralisasi te rrerndah berrada pada tahu rn 2019 derngan mermberrikan reralisasi 

serbersar Rp. 6,649,602,237. 
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c. Pajak Perngambilan Bahan Galian 

Taberl 4.  9 Pajak Perngambilan Bahan Galian 

Tahun Target Realisasi % Ket. 

2019 2,650,000,000 5,257,372,180 198.39 Sangat Erfe rktif 

2020 1,855,000,000 2,054,857,189 110.77 Sangat Erfe rktif 

2021 3,000,000,000 3,132,183,605 104.41 Sangat Erfe rktif 

2022 4,000,000,000 5,948,366,218 148.71 Sangat Erfe rktif 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Dari taberl 4. 9 erferktivitas pajak perngambilan bahan galian  se rlama 4 

tahurn terrakhir dapat dike rtahuri nilai rasio e rferktivitas sertiap tahurnnya di atas 

100% ataur sangat erferktiv. Rasio erferktivitas terrbersar berrada pada tahu rn 

2019 derngan nilai rasio se rbsersar 198,39% yang masu rk dalam kate rgori 

sangat erferktif. Serdangkan u rntu rk tahurn 2021 merrurpakan tahurn yang 

mermiliki tingkat rasio e rferktivitas te rrerndah derngan nilai rasio se rbersar 

104,41% namu rn masih masurk dalam kriterria sangat erferktif. Serdangkan 

urntu rk reralisasi, yang me rmiliki reralisasi paling tinggi se rlama 4 tahu rn 

terrakhir yaitu r tahurn 2022 derngan reralisasi serbersar Rp. 5,948,366,218,-. 

Dan urntu rk pernyurmbang reralisasi terrerndah berrada pada tahurn 2020 derngan 

mermberrikan reralisasi serbersar Rp. 2,054,857,189. 
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d. Pajak Burmi dan Bangu rnan (PBB) 

Taberl 4.  10 Erferktivitas Pajak Bu rmi dan Bangu rnan 

Tahun Target Realisasi % Ket. 

2019 5,500,000,000 4,921,452,999 89.48 Curkurp Erferktif 

2020 5,500,000,000 4,892,275,357 88.95 Curkurp Erferktif 

2021 5,500,000,000 5,054,650,831 91.9 Erferktif 

2022 7,000,000,000 5,299,051,813 75.7 Kurrang Erferktif 

Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Dari taberl 4. 10 erferktivitas pajak bu rmi dan bangu rnan  serlama 4 

tahurn terrakhir dapat dike rtahuri yang me rmiliki nilai rasio e rferktivitas te rrbersar 

berrada pada tahu rn 2021 derngan nilai rasio se rbsersar 91,9% yang masu rk 

dalam katergori erferktif. Serdangkan urntu rk tahurn 2022 merrurpakan tahu rn yang 

mermiliki tingkat rasio e rferktivitas terrerndah derngan nilai rasio serbersar 75,7% 

yang masu rk dalam kriterria ku rrang erferktif. Serdangkan u rntu rk reralisasi, yang 

mermiliki reralisasi paling tinggi serlama 4 tahu rn terrakhir yaitu r tahurn 2022 

derngan reralisasi serbersar Rp. 5,299,051,813,-. Dan u rntu rk pernyu rmbang 

reralisasi te rrerndah berrada pada tahu rn 2020 derngan mermberrikan reralisasi 

serbersar Rp. 4,892,275,357,-. Walaurpu rn tahurn 2022 mermiliki reralisasi yang 

tinggi te rtapi nilai rasio erferktivitasnya me rrurpakan yang te rrerndah, ini 

diserbabkan karerna tahurn 2022 tidak dapat me rlampauri targert yang te rlah 

direrncanakan. 
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e. Pajak Bera Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan 

Taberl 4.  11 Erferktivitas Pajak Be ra Perrolerhan Hak atas 

 Tanah dan Bangu rnan 

Tahun Target Realisasi % Ket. 

2019 2,600,000,000 2,624,814,773 100.95 Sangat Erferktif 

2020 1,820,000,000 2,516,465,760 138.27 Sangat Erferktif 

2021 3,125,000,000 3,651,244,503 116.84 Sangat Erferktif 

2022 3,500,000,000 3,169,741,327 90.56 Erferktif 

 Surmberr: Targert dan Reralisasi Pajak Daerrah Kaburpatern Barrur 

Dari taberl 4. 11 erferktivitas pajak be ra perrolerhan ha katas tanah dan 

bangurnan  se rlama 4 tahu rn terrakhir dapat dike rtahuri yang mermiliki nilai 

rasio erferktivitas terrbersar berrada pada tahu rn 2020 derngan nilai rasio 

serbsersar 138,27% yang masu rk dalam kate rgori sangat erferktif. Serdangkan 

urntu rk tahurn 2022 merrurpakan tahurn yang me rmiliki tingkat rasio e rferktivitas 

terrerndah derngan nilai rasio se rbersar 90,56% yang masu rk dalam kriterria 

erferktif. Serdangkan u rntu rk reralisasi, yang me rmiliki reralisasi paling tinggi 

serlama 4 tahu rn terrakhir yaitu r tahurn 2021 derngan reralisasi serbersar Rp. 

3,651,244,503,-. Dan u rntu rk pernyurmbang reralisasi terrerndah berrada pada 

tahurn 2020 derngan mermberrikan reralisasi serbersar Rp. 2,516,465,760,-. 

Walaurpurn tahurn 2020 mermiliki reralisasi te rrtinggi kertiga tertapi nilai rasio 

erferktivitasnya me rrurpakan yang te rrerndah, ini diserbabkan karerna tahu rn 2020 

tidak dapat merlampauri targert yang terlah direrncanakan. 

 

 



62 

 

 
 

Erferktivitas pajak dae rrah Kabu rpatern Barru r tidak terrlerpas dari ke rlima 

indikator berrikurt: 

a. Kerberrhasilan Program 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Haris selaku 

Kepala Sub Pengendalian dan evaluasi merngernai kerberrhasilan program  

Badan Perndapatan Daerrah Di Kaburpatern Barru r serbagai berrikurt: 

―Kerberrhasilan perncapaian pajak daerrah sercara kerserlurrurhan, 

merncapai targert pajak dan u rpaya-urpaya serperrti sosialisasi, 

erdurkasi, dan permberntu rkan satgas PAD.‖
70

 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa keberhasilan 

dalam pencapaian pajak daerah dapat dilihat dari sejauh mana target pajak 

tercapai secara berkelanjutan. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya 

seperti sosialisasi, edukasi, dan pembentukan tim khusus (satgas) PAD. 

Sosialisasi dan edukasi bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

wajib pajak, sedangkan satgas PAD membantu dalam pengawasan dan 

pelaksanaan kebijakan pajak daerah. 

Ibu Hasma Usman jurga mernjerlaskan terrkait tingkat ke rberrhasilan 

program kerrja mermperngarurhi perningkatan PAD di Kabu rpatern Barrur 

―Pasti, jika program kerrja berrhasil, PAD ju rga me rningkat. 

Bapernda serlalu r berrhasil me rncapai targert pajak daerrah, bahkan di 

atas 100 .‖
71

 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa kerberrhasilan 

urtama Bapernda adalah perncapaian targe rt pajak daerrah sercara kerserlurrurhan 

merlaluri program-program yang be rrkontribu rsi serperrti sosialisasi, erdu rkasi, dan 

                                                           
70

 Haris serlakur Kerpala Surb Pengendalian dan evaluasi, Wawancara dilakukan di Kantor BPD 

Kabupaten Barru, 25 Juli 2024. 

71
 Hasma Usman, selaku staf administrasi keuangan, Wawancara Dilakukan di Kantor BPD 

Kabupaten Barru, 25 Juli 2024. 



63 

 

 
 

permberntu rkan satgas PAD. Me rnurrurtnya, jika program ke rrja berrhasil, PAD ju rga 

merningkat signifikan. Bape rnda serlalur merncapai targert pajak daerrah, bahkan 

serring kali le rbih dari 100%. Serlurrurh program yang dijalankan Bape rnda ju rga 

terlah sersurai derngan targert yang ditertapkan. 

Lerbih lanju rt, Bapak Abdurl Rau rf merngurraikan program-program 

Bapernda serbagai be rrikurt: 

1. Pernyurlurhan dan pernyerbarlurasan kerbijakan pajak daerrah. 

2. Pernyerdiaan sarana dan prasarana pe rngerlolaan pajak daerrah. 

3. Perndataan dan perndaftaran objerk pajak daerrah. 

4. Perngerlolaan, permerliharaan, dan perlaporan basis data pajak daerrah. 

5. Pernertapan wajib pajak daerrah. 

b. Kerberrhasilan Sasaran 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Abdu rl Rau rf 

serlakur Kerpala Su rb Bidang Perrerncanaan dan Pe rngermbangan  me rngernai 

kerberrhasilan sasaran  Badan Pe rndapatan Daerrah Di Kabu rpatern Barru r serbagai 

berrikurt: 

―Terrlaksananya sosialisasi ke r masyarakat te rrkait rergurlasi 
perrpajakan yang me rnjadi kerwernangan daerrah, terrserdianya sarana 
dan prasarana u rntu rk merlakurkan permurngurtan pajak dae rrah, 
merlakurkan perndataan dan pe rndaftaran serrta pernertapan wajib 
pajak daerrah yang baru r, terrserdianya aplikasi basis data pajak 
daerrah yang dilerngkapi derngan nomor pokok wajib pajak dae rrah 
serhingga mermurdahkan ide rntifikasi dari para wajib pajak, 
pernerrbitan NPWPD bagi wajib pajak yang su rdah didata, 
merlakurkan iderntifikasi terrhadap pernerrimaan permbayaran pajak 
dari wajib pajak, me rlakurkan pernagihan kerpada wajib pajak yang 
mermpu rnyai tu rnggakan pajak, se rrta iderntifikasi dan ervalu rasi 
terrhadap perrmasalahan yang dihadapi serrta merncari solu rsi urntu rk 
merngatasinya.‖

72
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Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa berbagai langkah 

strategis untuk meningkatkan pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. 

Pertama, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan 

perpajakan yang berlaku, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan. 

Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung 

pelaksanaan pemungutan pajak, seperti fasilitas dan sistem administrasi yang 

efisien. Proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru juga dilakukan 

untuk memastikan semua pihak yang wajib membayar pajak terdaftar. 

Penggunaan aplikasi basis data pajak daerah, lengkap dengan nomor pokok 

wajib pajak daerah (NPWPD), mempermudah identifikasi dan pengelolaan 

wajib pajak. Penerbitan NPWPD bagi wajib pajak yang sudah didata 

membantu administrasi pajak, sementara identifikasi dan pemantauan 

pembayaran pajak memastikan semua pembayaran tercatat dengan benar. 

Penagihan dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, dan 

identifikasi serta evaluasi masalah dalam pengelolaan pajak membantu 

mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan 

daerah. 

Kermurdian Bapak Haris Mernjelaskan bahwa : 

 ―Sertiap tahurn pajak daerrah serlalu r merncapai targert. Hambatan 

urtama adalah ku rrangnya kersadaran dari wajib pajak u rntu rk 

merlaksanakan kerwajibannya. Ke rberrhasilan pernerrimaan pajak 

Kaburpatern Barru r pasti berrhasil derngan perningkatan, dan dapat 

dikatakan erferktif kertika targert terrcapai‖
73

 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam hal 

kerberrhasilan sasaran, Pak Haris mernjerlaskan bahwa se rtiap tahurn, pajak dae rrah 
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serlalur merncapai targe rt. Kerndala u rtama yang dihadapi adalah ku rrangnya 

kersadaran dari wajib pajak u rntu rk merlaksanakan kerwajibannya, namu rn sertiap 

tahurn targert te rtap terrcapai. Reralisasi pernerrimaan pajak daerrah sertiap tahu rnnya 

serlalur terrcapai ataur bahkan merlampau ri targert, mernurnju rkkan tingkat 

kerberrhasilan yang me rningkat dan erferktifitas yang tinggi. 

c. Kerpurasan Terrhadap Program 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Haris serlakur 

Kerpala Su rb Bidang pengendalian dan evaluasi pada bidang perencanaan  

merngernai kerpurasan terrhadap program  Badan Pe rndapatan Daerrah Di 

Kaburpatern Barru r serbagai berrikurt: 

―Kerpurasan masyarakat te rrhadap program yang dilaksanakan ole rh 

Bapernda terntu r sangat variatif, ada yang pu ras dan ada yang tidak 

puras. Intinya, sermura program yang dire rncanakan diu rpayakan 

urntu rk dilaksanakan serbagai perrwurjurdan perlayanan ke rpada 

masyarakat.‖
74

 

Perrnyataan Bapak Haris mernyoroti du ra sisi dari rerspons masyarakat 

terrhadap program Bape rnda, kerpurasan dan ke rtidakpu rasan. Ini merncerrminkan 

kerrurmitan dalam me rngervalu rasi erferktivitas program permerrintah daerrah dalam 

mermernurhi kerburturhan warga. Merskipu rn ada berragam tanggapan, baik positif 

maurpurn nergatif, yang dite rrima, tu rjuran urtama Bapernda tertap fokurs pada u rpaya 

maksimal dalam me rmberrikan perlayanan yang te rrbaik kerpada masyarakat. 

Derngan mernerkankan imple rmerntasi program se rbagai sarana u rntu rk 

merningkatkan kerpurasan masyarakat, Bape rnda mernergaskan komitmern merrerka 

urntu rk terrurs berradaptasi dan mermperrbaiki diri dermi kerperntingan masyarakat 

sercara kerserlu rrurhan. 
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d. Tingkat Inpu rt dan Ourtpu rt 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Abdu rl Rau rf 

serlakur Kerpala Su rb Bidang Perrerncanaan dan Pe rngermbangan  merngernai tingkat 

inpu rt dan ou rtpu rt program  Badan Pe rndapatan Daerrah Di Kabu rpatern Barrur 

serbagai berrikurt: 

―Berrbicara merngernai inpu rt program te rntu r tidak lerpas dari ju rmlah 
dana yang dibu rturhkan urntu rk merlaksanakan su ratur program dan itur 
dianggarkan dalam APBD se rtiap tahurnnya.‖ Serlain itur, berliaur 
mernambahkan bahwa, ―Ourtpu rtnya terntu r bahwa sermura program 
yang dire rncanakan dapat dilaksanakan se rcara terpat waktu r dan 
merncapai sasaran serperrti yang diharapkan.‖

75
 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan 

program tertentu sangat bergantung pada jumlah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. 

Dana tersebut diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program 

yang telah direncanakan. Selain itu, wawancara juga menambahkan bahwa 

hasil atau output dari program tersebut harus sesuai dengan rencana, yaitu 

bahwa semua program dapat dilaksanakan tepat waktu dan mencapai sasaran 

yang diharapkan. 

Ibu Hasma Usman selaku staf administrasi keuangan jurga mermberrikan 

pernjerlasan lerbih lanjurt merngernai tingkat inpu rt dan ou rtpu rt program di Bape rnda 

Kaburpatern Barru r. Berliaur mernjerlaskan: 

―Inpu rt adalah dana yang dipe rrlurkan, ourtpu rt adalah hasil dari 
kergiatan ataur reralisasi program. Bape rnda ju rga merlakurkan kergiatan 
monitoring derngan MOPS (mobiler) dan permasangan CCTV u rntu rk 
mermantaur transaksi wajib pajak.‖ Dalam hal ini, be rliaur 
mernerkankan perntingnya perngawasan yang ke rtat agar dana yang 
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dialokasikan dapat me rnghasilkan ou rtpu rt yang optimal dan se rsurai 
derngan rerncana.‖

76
 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Input merujuk 

pada dana yang diperlukan untuk melaksanakan program, sedangkan output 

adalah hasil atau realisasi dari kegiatan program tersebut. Bapenda juga 

melakukan kegiatan monitoring dengan menggunakan MPOS (mobile point of 

sales) dan pemasangan CCTV untuk memantau transaksi wajib pajak. 

Penekanan dalam wawancara ini adalah pentingnya pengawasan yang ketat 

untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat menghasilkan output 

yang optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Serlain itur, Bapak Haris juga merngurraikan terkait prosers permbayaran 

pajak di Kabu rpatern Barrur. Mernurrurt berliau r: 

―Permbayaran mernggurnakan me rtoder Qurick Rersponser Coder 
Indonersian Standard (QRIS) me rlaluri aplikasi mobile r banking atau r 
er-wallert.‖ Derngan mertoder ini, prosers permbayaran pajak me rnjadi 
lerbih murdah dan praktis bagi wajib pajak‖

77
 

Berdasarkan wawancara di atas bapak Haris menjelaskan bahwa 

Permbayaran pajak dae rrah di Kabu rpatern Barru r terlah diperrmurdah derngan 

pernggurnaan me rtoder Qurick Rersponser Coder Indonersian Standard (QRIS) 

merlaluri aplikasi mobile r banking ataur er-wallert. Derngan adanya monitoring 

merlaluri MPOS dan CCTV serrta mertoder permbayaran QRIS, pe rlaksanaan 

program diharapkan berrjalan lerbih erfisiern dan transparan, serhingga tu rjuran 

yang diharapkan dapat te rrcapai derngan baik. 
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e. Perncapaian Tu rjuran Mernyerlurrurh 

Berrdasarkan wawancara yang dilaku rkan olerh Bapak Abdu rl Rau rf 

serlakur Kerpala Su rb Bidang Perrerncanaan dan Pe rngermbangan  me rngernai 

perncapaian tu rjuran mernye rlurrurh  Badan Pe rndapatan Daerrah Di Kabu rpatern 

Barrur serbagai berrikurt: 

―Perncapaian tu rjuran serlama ini sangat baik dan te rrurs merningkat 

sertiap tahurn. Ini terrcerrmin dari ke rberrhasilan merncapai targert 

perndapatan pajak daerrah yang se rlalur di atas 100 .‖
78

 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pencapaian target 

pendapatan pajak daerah menunjukkan hasil yang sangat baik dan terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari keberhasilan yang konsisten 

dalam mencapai target pendapatan pajak yang selalu melebihi 100%. Ini 

menunjukkan bahwa usaha dan strategi yang diterapkan untuk mencapai 

target tersebut efektif dan berhasil dengan baik. 

Kemudian Ibu Hasma Usman menjelaskan bahwa : 

―Perndataan dilaku rkan sertiap tahu rn ataur burlan, terrmasu rk urntu rk 

objerk barur serperrti hoterl barur dan permbaruran data pajak bu rmi dan 

bangurnan. Sertiap tahurnnya perranan pajak daerrah serlalu r 

merngalami perningkatan, misalnya dari 20M me rnjadi 24M.‖
79

 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pendataan pajak 

dilakukan setiap tahun atau bulan, termasuk untuk objek baru seperti hotel 

baru dan pembaruan data pajak untuk bangunan yang ada. Setiap tahun, 

peranan pajak daerah mengalami peningkatan, contohnya, pendapatan pajak 

meningkat dari 20 juta menjadi 24 juta. Ini menunjukkan bahwa upaya 
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pendataan dan pembaruan data yang konsisten berkontribusi pada 

pertumbuhan pendapatan pajak daerah. 

Bapak Haris jurga mernjerlaskan terrkait prosers permbu rku ran dan 

perngawasan pajak Badan Pe rndapatan Daerrah Di Kabu rpatern Barrur 

―Tidak ada kersurlitan yang signifikan karerna diserrtai bu rkti-burkti 

transferr pernerrimaan pajak.Perngawasan dilaku rkan derngan 

permasangan CCTV.‖
80

 

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak ada kersurlitan 

yang signifikan dalam pe rmbu rkuran pernerrimaan pajak daerrah karerna dise rrtai 

burkti-burkti transferr pernerrimaan pajak. Pe rngawasan pajak daerrah di Kabu rpatern 

Barrur dilaku rkan derngan permasangan CCTV u rntu rk mermastikan kerpatu rhan 

wajib pajak. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Realisasi Penerimaan Pajak 

Reralisasi pernerrimaan pajak adalah ju rmlah pernerrimaan yang nyata (bu rkan 

fiktif) yaitu r pajak yang be rnar-bernar di terrima yang dicapai pada pe rrioder terrterntur 

yang kermurdian dibandingkan derngan targert pernerrimaan pajak. Reralisasi 

pernerrimaan pajak dae rrah Kabu rpatern Barru r merngalami variasi yang cu rku rp bersar 

sertiap tahurnnya. Faktor pe rrurbahan targert, kondisi erkonomi, dan kerbijakan 

permerrintah mermainkan perran pernting dalam me rmperngarurhi kinerrja pernerrimaan 

pajak. Berrdasarkan pe rnerlitian yang te rlah dilaku rkan pada badan pe rndapatan 

daerrah di Kabu rpatern Barrur, diperrolerh hasil pernerlitian targert dan re ralisasi 

pernerrimaan pajak dae rrah di kabu rpatern barru r pada tahurn 2019-2022, yang te rrdiri 

dari pajak rerstoran, pajak pe rnerrangan jalan, pajak pe rngambilan bahan galian , 
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pajak burmi dan bangu rnan (PBB) , pajak be ra perrolerhan hak atas tanah dan 

bangurnan yaitu sebagai berikut : 

a. Pajak Rerstoran 

Pajak Rerstoran merrurpakan pajak yang dipu rngurt atas perlayanan yang 

diserdiakan olerh Rerstoran. Objerk Pajak Re rstoran yaitu r perlayanan yang 

diserdiakan olerh Rerstoran merlipurti perlayanan pe rnju ralan makanan dan/ataur 

minurman yang ole rh permberli dikonsurmsi ditermpat perlayanan mau rpurn 

ditermpat lain. Manfaat Pajak rerstoran yang dibayarkan dirasakan se rbagai 

salah satu r berntu rk bantu ran permerrintah daerrah urnturk mermbantur kerlangsu rngan 

ursaha rerstoran dalam mernjalankan kergiatan operrasional serhari-hari.  

Dasar perngernaan pajak ini adalah total pe rmbayaran yang dite rrima ataur 

serharursnya diterrima rerstoran, serdangkan tarifnya dite rtapakan derngan 

perratu rran daerrah maksimurm 10%. 

Flu rktu rasi signifikan dalam pernerrimaan pajak rerstoran. Pada tahu rn 

2019, reralisasi me rncapai 306,57% dari targe rt, sermerntara pada tahu rn 2020, 

reralisasi me rncapai 204,26%, me rnurnju rkkan pernurrurnan serbersar 102,31% dari 

tahurn serberlurmnya. Tahu rn 2021, merski targert lerbih tinggi, reralisasi me rnurrurn 

hingga 138,75%, me rnurnjurkkan pernurru rnan serbersar 65,51% dari tahu rn 2020. 

Kermurdian, pada tahu rn 2022, targert kermbali dinaikkan, reralisasi ju rga 

mernurrurn merncapai 116,71%, mernurrurn serbersar 22,04% dari tahurn 2021.  

Flu rktu rasi pajak rerstoran terrjadi karerna variasi ju rmlah perlanggan dan 

pernju ralan yang dipe rngarurhi olerh mu rsim, kondisi e rkonomi, dan daya be rli 

masyarakat. Misalnya, re rstoran merlihat perningkatan perlanggan serlama 

liburran ataur pernurrurnan kertika erkonomi me rlambat. Serlain itu r, perrurbahan 
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prerferrernsi konsu rmern dan perrsaingan dalam indurstri makanan ju rga 

mermperngarurhi perndapatan rerstoran dan, de rngan dermikian, ju rmlah pajak 

yang terrkurmpu rl.
81

 

b. Pajak pernerrangan jalan 

Pajak Pernerrangan Jalan me rru rpakan pajak yang dipu rngu rt atas 

pernggurnaan te rnaga listrik ,baik yang dihasilkan se rndiri maurpurn diperrolerh 

dari su rmberr lain. Objerk Pajak Pernerrangan Jalan adalah pernggurnaan te rnaga 

listrik baik yang dihasilkan se rndiri maurpurn yang diperrolerh dari su rmberr lain. 

Perratu rran daerrah mernertapkan bahwa tarif pajak pernerrangan maksimu rm 

serbersar 10%. 

Pernerrimaan pajak pernerrangan jalan re rlatif stabil derngan reralisasi 

serlalur merlampau ri targert. Pada tahurn 2019, reralisasi merncapai 120,90%, naik 

mernjadi 125,99% pada tahu rn 2020, me rningkat 5,09% dari tahu rn 

serberlurmnya. Me rski targert dinaikkan pada tahu rn 2021, reralisasi serdikit 

mernurrurn mernjadi 112,13%. Namu rn, pada tahu rn 2022, reralisasi kermbali 

merningkat me rnjadi 120,21%, naik 8,08% dari tahu rn 2021. Stabilitas ini 

mernurnju rkkan kerberrhasilan dalam pe rrerncanaan dan perngurmpu rlan pajak 

pernerrangan jalan. 

Pajak pernerrangan jalan berrkaitan derngan pernggurnaan ernerrgi listrik 

yang dapat be rrurbah sersurai pola konsu rmsi masyarakat dan tarif listrik yang 

diberrlakurkan permerrintah. Misalnya, pe rnggurnaan pernerrangan jalan 

merningkat serlama mu rsim hu rjan ataur berrkurrang saat ada kerbijakan 
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pernghermatan ernerrgi. Perrurbahan tarif listrik yang dite rtapkan permerrintah ju rga 

mermperngarurhi bersaran pajak yang haru rs dibayar.
82

 

c. Pernerrimaan pajak perngambilan bahan galian 

Pajak perngambilan bahan galian me rrurpakan salah satu r bagian dari 

pajak kabu rpatern/ kota, pajak perngambilan bahan galian adalah pajak atas 

kergiatan perngambilan bahan galian se rsurai derngan perratu rran perrurndang- 

urndangan yang berrlakur. Tarif pajak pe rngambilan bahan galian dite rtapkan 

derngan perratu rran daerrah maksimu rm serbersar 25%. 

Flu rktu rasi signifikan terrjadi dalam pernerrimaan pajak bahan galian. 

Tahurn 2019, reralisasi merncapai 198,39% dari targe rt. Namu rn, pada tahurn 

2020, reralisasi mernurrurn mernjadi 110,77%, berrkurrang 87,62% dari tahu rn 

serberlurmnya. Pada tahu rn 2021, merski targert naik, reralisasi hanya me rncapai 

104,41%, serdikit mernurrurn 6,37% dari tahu rn serberlurmnya. Pada tahu rn 2022, 

reralisasi merncapai 148,71%, merningkat 44,30% dari tahu rn 2021.  

Pajak perngambilan bahan galian, serperrti pajak tambang, dipe rngarurhi 

olerh volu rmer produrksi dan harga komoditas di pasar global yang bisa naik-

turrurn sersu rai perrmintaan dan pernawaran. Kertika harga komoditas se rperrti 

minerral ataur batu r bara tinggi, aktivitas pe rnambangan me rningkat serhingga 

pernerrimaan pajak ju rga naik. Serbaliknya, jika harga komoditas tu rrurn, 

produrksi bisa berrkurrang dan merngakibatkan pe rnerrimaan pajak le rbih 

rerndah.
83
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d. Pajak burmi dan bangu rnan 

Pajak Bu rmi dan Bangu rnan (PBB) me rrurpakan serburah biaya yang 

harurs dise rtorkan atas kerberradaan tanah dan bangu rnan yang me rmberrikan 

kerurntu rngan dan kerdurdurkan sosial erkonomi bagi serserorang atau rpurn 

badan.Karerna Pajak Bu rmi dan Bangu rnan (PBB) be rrsifat kerberndaan, maka 

bersaran tarifnya dite rntu rkan dari keradaan obje rk bu rmi ataur bangurnan yang 

ada. 

Pernerrimaan pajak PBB ce rnderru rng stabil merski ada serdikit flu rktu rasi. 

Pada tahurn 2019, reralisasi merncapai 89,48% dari targe rt. Pada tahu rn 2020, 

reralisasi me rnurrurn serdikit mernjadi 88,95%. Tahu rn 2021 mernu rnju rkkan 

perningkatan tipis de rngan reralisasi me rncapai 91,90%. Namu rn, pada tahurn 

2022, merski targert naik, reralisasi tu rrurn me rnjadi 75,70%, mernurrurn 16,20% 

dari tahurn serberlurmnya.  

Flu rktu rasi pajak bu rmi dan bangu rnan diperngarurhi olerh nilai properrti 

yang dapat be rrflu rktu rasi karerna perrkermbangan wilayah, pe rrurbahan zonasi, 

dan kondisi pasar prope rrti. Jika su ratu r wilayah merngalami perrkermbangan 

persat derngan infrastru rktu rr barur, nilai properrti dapat me rningkat yang 

mernye rbabkan kernaikan pajak. Namu rn, jika pasar prope rrti merlermah ataur 

terrjadi berncana alam, nilai prope rrti bisa tu rrurn dan me rngurrangi pernerrimaan 

pajak.
84

 

e. Pajak bera perrolerhan hak atas tanah dan bangu rnan 

Bera Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan (BPHTB) adalah pajak 

yang dikernakan atas pe rrolerhan hak atas tanah dan/ atau r bangurnan, yaitur 
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perrburatan atau r perristiwa hu rkurm. Perratu rran daerrah mernertapkan tariff ajak 

bera perrolerhan hak atas tanah dan bangu rnan maksimu rm serbersar 5%. 

Pernerrimaan pajak bera perrolerhan hak atas tanah dan bangu rnan. Tahu rn 

2019, reralisasi me rncapai 100,95% dari targe rt. Tahurn 2020, merski targert 

mernurrurn, reralisasi merncapai 138,27%, me rningkat 37,31% dari tahu rn 

serberlurmnya. Tahu rn 2021, targert dinaikkan dan reralisasi merncapai 116,84%, 

mernurrurn 21,43% dari tahu rn 2020. Pada tahu rn 2022, merski targert naik, 

reralisasi hanya merncapai 90,56%, mernu rrurn 26,28% dari tahurn serberlu rmnya.  

Pajak bera perrolerhan hak atas tanah dan bangu rnan berrflu rktu rasi sersurai 

jurmlah transaksi properrti yang dipe rngarurhi olerh kondisi erkonomi, kerbijakan 

permerrintah terrkait properrti, dan tingkat su rkur burnga. Saat erkonomi tu rmbu rh 

dan su rkur bu rnga rerndah, transaksi properrti cernderrurng merningkat serhingga 

pernerrimaan pajak ju rga naik. Namu rn, jika erkonomi merlambat ataur surkur 

burnga naik, transaksi prope rrti bisa berrkurrang yang me rngurrangi pernerrimaan 

dari pajak ini.
85

 

2. Faktor Mempengaruhi Penerimaan Pajak 

Perningkatan pernerrimaan pajak di Kabu rpatern Barrur diperngarurhi olerh 

berberrapa faktor ku rnci, yaitu r kersadaran wajib pajak, pe rmanfaatan terknologi, dan 

kerrja sama tim di Badan Pe rndapatan Daerrah.  

a. Kersadaran dari Wajib Pajak 

Kersadaran wajib pajak me rrurpakan faktor kru rsial dalam merningkatkan 

pernerrimaan pajak. Berrdasarkan wawancara de rngan Bapak Abdu rl Rau rf, 

Kerpala Su rb Bidang Pe rrerncanaan dan Pe rngermbangan, terrurngkap bahwa 
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permerrintah daerrah merlalu ri Urnit Perlaksana Daerrah (UrPD) yang be rrtanggu rng 

jawab atas permurngurtan rertribursi dan pajak dae rrah, aktif me rlakurkan berrbagai 

ursaha urntu rk merningkatkan kersadaran ini. U rsaha terrserburt merncakurp kergiatan 

perlatihan dan pernyurlurhan terntang perntingnya me rmbayar pajak dae rrah. 

Langkah ini be rrturjuran urntu rk merningkatkan perngertahuran dan permahaman 

masyarakat te rntang kerwajiban pajak me rrerka, yang diharapkan dapat 

merningkatkan kersadaran dan kerpatu rhan dalam mermbayar pajak. 

b. Terknologi 

Pernggu rnaan terknologi dalam prose rs permbayaran pajak sangat 

mermbantur dalam mermaksimalkan pernerrimaan pajak. Mertoder ini 

mernggurnakan aplikasi mobile r banking ataur er-wallert serperrti Bank Su rlserlbar 

Mobiler, BRImo, Livin, Mandiri, BCA, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, 

ShopererPay, dan lainnya. Pe rnggurnaan terknologi ini tidak hanya me rmperrmurdah 

wajib pajak dalam me rmernurhi kerwajiban me rrerka tertapi ju rga merningkatkan 

erfisiernsi perngu rmpu rlan pajak olerh permerrintah daerrah. Derngan mermanfaatkan 

terknologi informasi yang canggih, administrasi pajak me rnjadi lerbih erfisiern 

dan transparan, yang pada akhirnya dapat me rndurkurng perningkatan 

pernerrimaan pajak. 

c. Kerrja Sama Tim 

Kerrja sama tim di dalam Badan Pe rndapatan Daerrah ju rga mermergang 

perranan pernting dalam e rfisiernsi dan erferktivitas permurngurtan pajak. Se rtiap 

bidang di Badan Pe rndapatan Daerrah mermiliki tu rgas yang spersifik. Bidang 

pernagihan berrturgas merlakurkan pernagihan, bidang pe rndataan berrtanggu rng 

jawab atas perngurmpu rlan data su rbjerk dan obje rk pajak, serdangkan bidang 
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perrerncanaan dan pe rngermbangan mernyiapkan rergurlasi yang dibu rturhkan. 

Kolaborasi yang baik antara bidang-bidang ini me rmastikan bahwa prose rs 

permurngurtan pajak berrjalan lancar dan te rpat waktur. Merskipu rn kerrja sama tim 

burkan faktor langsu rng serperrti kerbijakan permerrintah ataur kondisi erkonomi, 

sinerrgi antar bidang dalam organisasi dapat me rmperngarurhi kerpatu rhan wajib 

pajak dan, pada akhirnya, me rningkatkan pernerrimaan pajak. 

Berrdasarkan pernerlitian perningkatan pernerrimaan pajak di Kabu rpatern 

Barrur yaitu r kersadaran wajib pajak ditingkatkan me rlaluri perlatihan dan 

pernyurlurhan, sermerntara terknologi mermperrmurdah prosers permbayaran pajak. 

Serlain itur, kerrja sama tim yang erferktif dalam Badan Pe rndapatan Daerrah 

mermastikan bahwa se rtiap asperk dari prosers permurngurtan pajak dilaku rkan 

derngan baik, yang se rcara kerserlurrurhan berrkontribu rsi pada perningkatan 

pernerrimaan pajak. 

3. Efektivitas Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten 

Barru Pada Tahun 2019-2022 

Erferktivitas pajak adalah u rkurran serjaurh mana sisterm perrpajakan 

berrhasil merncapai tu rjuran yang te rlah ditertapkan olerh permerrintah atau r otoritas 

pajak. Pernerlitian ini me rnganalisis erferktivitas pajak daerrah berrdasarkan 

berberrapa jernis pajak yang ada di Kabu rpatern Barru r, yaitu r Pajak Rerstoran, 

Pajak Pernerrangan Jalan, Pajak Pe rngambilan Bahan Galian, Pajak Bu rmi dan 

Bangurnan (PBB), dan Pajak Be ra Perrolerhan Hak atas Tanah dan Bangu rnan 

(BPHTB). Pe rngurkurran erferktivitas pajak dapat dilihat be rrdasarkan krite rria dari 

perrserntaser dari reralisasi pajak. 
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a. Erferktivitas pajak rerstoran serlama ermpat tahurn terrakhir mernu rnju rkkan 

variasi yang signifikan. Pada tahurn 2019, rasio erferktivitas me rncapai 

306,57%, yang masu rk dalam katergori sangat erferktif. Kermurdian, pada 

tahurn 2020, rasio erferktivitas mernu rrurn mernjadi 204,26%, tertapi masih 

terrmasu rk dalam katergori sangat erferktif. Merskipurn reralisasi pajak pada 

tahurn 2021 serbersar Rp 901.855.966, namu rn nilai rasio erferktivitasnya 

mernurrurn dari tahu rn 2020. Tahu rn 2020 derngan reralisasi serbersar Rp 

1.167.149.825 sama halnya de rngan tagu r serberlurmnya merskipu rn reralisasi 

merningkat namurn erferktivitas tiap tahu rn merngalami pernurrurnan.  

b. Pajak pernerrangan jalan me rnurnju rkkan perrforma yang konsiste rn sangat 

erferktif serlama ermpat tahurn terrakhir, derngan rasio erferktivitas serlalu r di atas 

100%. Rasio te rrtinggi terrcatat pada tahurn 2020 derngan 125,99%, 

sermerntara yang te rrerndah pada tahurn 2021 derngan 112,13%, namu rn masih 

sangat erferktif. Reralisasi terrtinggi terrjadi pada tahu rn 2022 derngan Rp 

6.800.000.000, serdangkan yang te rrerndah pada tahu rn 2019 derngan Rp 

6.649.602.237. Konsisternsi ini me rnurnju rkkan bahwa perngerlolaan dan 

permurngu rtan pajak pernerrangan jalan te rlah berrjalan derngan baik. Pajak 

penerangan jalan memang terus mengalami kenaikan realisasi setiap 

tahunnya, hal ini dikarenakan masyarakat pengguna listrik semakin 

banyak dan adanya kerja sama antara pihak PLN dan pemerintah daerah 

Barru. Pihak PLN yang mengelola dan yang menerima pembayaran listrik 

dari masyarakat setiap bulannya. 

c. Erferktivitas pajak pe rngambilan bahan galian ju rga serlalur berrada dalam 

katergori sangat erferktif serlama ermpat tahu rn terrakhir, derngan rasio di atas 
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100%. Rasio te rrtinggi terrcatat pada tahu rn 2019 derngan 198,39%, dan 

yang te rrerndah pada tahurn 2021 derngan 104,41%. Reralisasi te rrtinggi 

terrcatat pada tahu rn 2022 serbersar Rp 5.948.366.218, se rmerntara reralisasi 

terrerndah te rrjadi pada tahu rn 2020 derngan Rp 2.054.857.189. Konsiste rnsi 

rasio erferktivitas ini me rnurnju rkkan perngerlolaan yang baik dalam 

permurngu rtan pajak ini. Penyebab naiknya realisasi disebabkan karena 

adanya pembangunan posko atau pos pengawasan dan pendataan tambang 

di sejumlah titik pada wilayah penambangan. Penempatan yang dilakukan 

di beberapa titik lokasi pemungutan pajak mulai dari kecamatan 

mallusetasi,dusun maddo kelurahan tanete rilau dan dusun kajuaran 

kelurahan tanete riaja. Sistemnya yaitu petugas akan mendata msterial 

yang diangkut setiap truk yang kemudian akan dilaporkan kepada 

BAPENDA Barru. Misalnya yang membawa material tambang berupa 

pasir, batu gunung, ataupun sirtu itu petugas akan memberikan karcis 

kepada pihak supir,kemudian pihak supir membayar sesuai ketentuan atau 

peraturan daerah yang berlaku. Contoh pasir harga dasarnya itu Rp. 

20.000 dikenakan pajak 20%, ada yang namanya juga harga dasar seperti 

perkubik atau ton kemudian dikalikan 20%. 

d. PBB me rnurnju rkkan variasi erferktivitas yang le rbih bersar. Tahu rn 2021 

merncatat rasio erferktivitas terrtinggi derngan 91,9%, yang masu rk dalam 

katergori erferktif. Namu rn, pada tahurn 2022, rasio e rferktivitas tu rrurn mernjadi 

75,7%, yang te rrmasurk dalam katergori ku rrang erferktif, merskipu rn reralisasi 

pajaknya merncapai Rp 5.299.051.813, te rrtinggi serlama ermpat tahurn 

terrakhir. Reralisasi terrerndah terrcatat pada tahu rn 2020 derngan Rp 
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4.892.275.357. Ini me rnurnju rkkan bahwa me rskipurn reralisasi me rningkat, 

kertidakmampu ran urntu rk merncapai targert yang ditertapkan dapat 

mernurrurnkan rasio erferktivitas. Terjadi kenaikan karena setaip awal tahun 

pihak bapenda melakukan sosialisasi mengenai PBB-P2, mengenai 

perubahan tariff, NJOP, maupun informasi lainnya. Realisasi terendah 

pada tahun 2020 disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang 

berdomisili diluar daerah dan adanya sebagian wajib pajak yang 

menganggap nilai PBBnya terlalu tinggi. 

e. Erferktivitas BPHTB me rnurnju rkkan kinerrja yang sangat baik pada tahu rn 

2020 derngan rasio erferktivitas 138,27%, yang masu rk dalam kate rgori 

sangat erferktif. Namu rn, pada tahurn 2022, rasio ini me rnurrurn mernjadi 

90,56%, merskipu rn masih dalam kate rgori erferktif. Reralisasi te rrtinggi 

terrjadi pada tahu rn 2021 derngan Rp 3.651.244.503, se rmerntara yang 

terrerndah pada tahu rn 2020 derngan Rp 2.516.465.760. Se rperrti pada pajak 

lainnya, me rskipu rn reralisasi tinggi, e rferktivitas dapat me rnurrurn jika targe rt 

tidak te rrcapai. BPHTB meningkat karena dipengaruhi oleh pengurusan 

balik nama sertifikat tanah baik pemindahan hak maupun pemberian hak. 

Erferktivitas pajak dae rrah diperngarurhi olerh kermampu ran urntu rk merncapai 

targert yang te rlah ditertapkan. Pajak pernerrangan jalan dan pajak perngambilan 

bahan galian me rnurnju rkkan konsiste rnsi dalam erferktivitas yang sangat baik. 

Serbaliknya, pajak rerstoran, PBB, dan BPHTB mernurnju rkkan variasi yang le rbih 

bersar dalam rasio e rferktivitasnya, yang se rring kali tidak se rlaras derngan 

reralisasi pajak. Hal ini me rngindikasikan perrlurnya ervalu rasi dan pernyersuraian 
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targert agar le rbih reralistis dan dapat dicapai, se rhingga erferktivitas pajak dapat 

lerbih optimal. 

Erferktivitas pajak me rmainkan perran pernting dalam kerberrhasilan 

program-program yang dijalankan ole rh Bapernda. Badan Perndapatan Daerrah 

(Bapernda) Kabu rpatern Barru r berrhasil me rncapai kerberrhasilan dalam me rncapai 

targert pajak daerrah sercara konsiste rn, bahkan me rlerbihi 100%. Kerberrhasilan ini 

didu rkurng olerh implermerntasi program-program serperrti pernyurlurhan dan 

pernye rbarlurasan kerbijakan pajak daerrah, pernye rdiaan sarana dan prasarana 

perngerlolaan pajak, pe rndataan dan perndaftaran objerk pajak dae rrah, 

perngerlolaan basis data pajak, se rrta pernertapan wajib pajak dae rrah. Program 

sosialisasi, erdurkasi, dan permberntu rkan satgas PAD jurga berrkontribu rsi 

signifikan dalam me rningkatkan kersadaran pajak di kalangan masyarakat, yang 

pada gilirannya me rndurkurng perningkatan perndapatan pajak daerrah. 

Bapernda Kabu rpatern Barrur berrhasil merncapai sasaran de rngan 

konsisternsi dalam me rncapai targert perndapatan pajak sertiap tahu rnnya. 

Merskipu rn terrdapat tantangan dalam me rningkatkan kersadaran pajak di 

kalangan wajib pajak, Bape rnda tertap berrhasil merngoptimalkan pernerrimaan 

pajak derngan erferktifitas yang tinggi. Program-program serperrti iderntifikasi 

pernerrimaan permbayaran pajak, pernagihan kerpada wajib pajak yang 

turnggakan, serrta iderntifikasi dan ervalu rasi perrmasalahan yang dihadapi ju rga 

turrurt merndu rkurng perncapaian sasaran ini. 

Kerpu rasan masyarakat te rrhadap program Bape rnda Kabu rpatern Barru r 

mernurnju rkkan variasi tanggapan, dari yang pu ras hingga tidak pu ras. Namu rn 

dermikian, fokurs urtama Bapernda tertap pada pernyerdiaan perlayanan te rrbaik 
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kerpada masyarakat de rngan implermerntasi program yang te rru rkurr dan 

berrkerlanjurtan. E rvalu rasi terrhadap kerpurasan masyarakat ini pe rnting u rntu rk terrurs 

merningkatkan ku ralitas layanan dan rersponsif terrhadap kerburturhan purblik. 

Bapernda Kabu rpatern Barru r berrhasil me rngerlola inpu rt dan ou rtpu rt 

programnya se rcara erfisiern derngan perngawasan ke rtat mernggurnakan te rknologi 

moderrn serperrti MOPS dan permasangan CCTV. Hal ini me rndurkurng 

perlaksanaan program yang te rpat waktu r dan sersurai derngan targert yang 

ditertapkan. Mertoder permbayaran pajak QRIS ju rga mermberrikan kontribu rsi 

signifikan dalam merningkatkan erfisiernsi prosers permbayaran dan permantau ran 

transaksi pajak. 

Derngan perndataan atau r permbaru ran data wajib pajak yang dilaku rkan 

sercara rurtin, te rrmasurk u rntu rk objerk-objerk barur serperrti hoterl dan permbaruran 

data pajak bu rmi dan bangurnan, Bapernda Kabu rpatern Barrur berrhasil me rncapai 

turjuran mernyerlurrurhnya. Derngan perngawasan yang ke rtat mernggurnakan CCTV, 

Bapernda me rmastikan kerpatu rhan wajib pajak dan inte rgritas dalam permbu rkuran 

pernerrimaan pajak daerrah. 

Derngan dermikian, erferktivitas pajak di Kabu rpatern Barrur berrkontribu rsi 

sercara signifikan te rrhadap kerberrhasilan program, pe rncapaian sasaran, 

kerpurasan masyarakat, e rfisiernsi inpurt dan ou rtpu rt, serrta perncapaian tu rjuran 

kerserlurrurhan. Urpaya-urpaya yang dilaku rkan olerh Bapernda dalam merningkatkan 

pernerrimaan pajak dae rrah terlah mernu rnju rkkan hasil yang positif dan 

mermbangurn fondasi yang ku rat u rntu rk kerberrlanjurtan program-program 

permbangurnan di Kabu rpatern Barrur. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muchammad Zaky (2021), mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta 

dengan judul penelitian : ―peranan pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten ekskaresidenan 

banyumas (tahun periode 2006 sampai 2010)”. Hasil penelitian menunjukkan 

rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten di 

ekskaresidenan banyumas trend peningkatan. Kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten ekskaresidenan banyumas 

mengalami fluktuasi peningkatan. Efektivitas pajak dan retribusi pajak di 

kabupaten ekskaresidenan banyumas rata-rata mencapai 100%, hal ini berarti  

pemerintah daerah sudah cukup efektiv dalam pemungutan pajak dan retribusi 

daerah. 
86

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas oleh Supriono 

dalam buku "Sistem Pengendalian Manajemen". Supriono menyatakan bahwa 

efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai oleh suatu sistem atau organisasi. Dalam konteks ini, efektivitas pajak 

daerah dapat diukur berdasarkan persentase dari realisasi pajak terhadap target 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pajak.
87

 

Penelitian yang menganalisis efektivitas berbagai jenis pajak di 

Kabupaten Barru menunjukkan variasi dalam tingkat efektivitasnya. 

Misalnya, pajak restoran menunjukkan variasi yang signifikan dalam 
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efektivitasnya selama empat tahun terakhir, dengan rasio efektivitas mencapai 

306,57% pada tahun 2019 tetapi menurun menjadi 204,26% pada tahun 2020. 

Pajak penerangan jalan menunjukkan performa yang konsisten sangat efektif, 

dengan rasio efektivitas selalu di atas 100%. Pajak pengambilan bahan galian 

juga selalu berada dalam kategori sangat efektif selama empat tahun terakhir. 

Teori Supriono juga menekankan pentingnya pengelolaan dan 

pemantauan yang baik dalam mencapai efektivitas. Hal ini terlihat pada pajak 

penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian di Kabupaten Barru, 

yang menunjukkan konsistensi dalam efektivitasnya karena pengelolaan dan 

pengawasan yang baik. Sebaliknya, pajak PBB menunjukkan variasi 

efektivitas yang lebih besar, meskipun realisasi pajaknya meningkat, 

ketidakmampuan untuk mencapai target yang ditetapkan dapat menurunkan 

rasio efektivitas.
88 

ُْ
اذِرَْاَْ لَاْٚكَُهِّفُْاّللهٰ َْ اَْلَاْجُ زَبَُّ ْٛٓاَْيَاْاكْحَعَبثَْْاْ عَهَ َٔ نَٓاَْيَاْكَعَبَثْْ ظْعَٓاَْاْ ُٔ ْ َْفَْعّاْالِاَّ

ْ ٍْ ْيِ ٍَ ْٚ ْعَهَْٗانَّرِ ّٗ هْحَ ًَ اْحَ ًَ اصِْسّاْكَ ُْٛاَْ  مْْعَهَ ًِ لَاْجحَْ َٔ اَْ ْاذَْطَأَْاَْْۚزَبَُّ ْٔ اَ ُْٛاَْ  ََّْعِ ٌْ اِ

لَاْجُْ َٔ اَْ َْثَْلبَْهُِاَْْۚزَبَُّ اْْاَ ُاَ ًْ ازْحَ َٔ ْ اغْفسِْْنَُاَا َٔ ْ اعْفُْعََُّاا َٔ ْ ۚ  ّ هُْاَْيَاْلَاْطَالةََْنَُاَْبِ ًِّ حَ

ْ ٍَ ْٚ وِْانْكٰفسِِ ْٕ َْصُسَْاَْعَهَْٗانْمَ نٰىُاَْفاَ ْٕ ࣖيَ  

Terjemahnya: 

―Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 
Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan 
terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang 
diperbuatnya. (Mereka berdoa,) ―Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan 
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah 
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kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam 
menghadapi kaum kafir.‖

89
 

 

Ayat ini menggarisbawahi prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan 

pajak, yang berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa beban pajak 

yang dikenakan kepada masyarakat tidak melebihi kemampuan mereka untuk 

membayarnya. Ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi 

beban pajak. 

Erferktivitas pajak dae rrah di Kabu rpatern Barru r juga serjalan derngan 

prinsip-prinsip aku rntansi syariah, yang me rnerkankan prinsip keradilan, prinsip 

pertanggurngjawaban dan prinsip kebenaran. Prinsip keadilan merupakan 

sesuatu yang penting dalam moral kehidupan baik bisnis maupun bidang 

sosial. Kerberrhasilan Bapernda dalam me rncapai dan me rlampauri targert pajak 

sertiap tahurnnya merncerrminkan keradilan dalam alokasi dan pe rnggurnaan dana 

purblik urnturk kerserjahterraan masyarakat.  

Prinsip pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan gagasan amanah. 

Urpaya serperrti sosialisasi, erdurkasi, dan digitalisasi pe rmbayaran pajak 

mernurnju rkkan tanggu rng jawab permerrintah daerrah dalam mermfasilitasi 

kermurdahan wajib pajak dan me rmastikan bahwa prose rs perngurmpu rlan pajak 

dilakurkan sercara erfisiern dan transparan. 

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah pencatatan dan 

perincian keuangan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Target dan 

realisasi sudah dicatat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan 

mencerminkan prinsip kebenaran pada Bapenda.  
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Serlain itur, pernggurnaan terknologi serperrti sisterm MOPS dan QRIS 

merncerrminkan komitmern terrhadap erfisiernsi (al-ihsan) dan aku rntabilitas (al-

amanah). Monitoring yang ke rtat dan permbaruran data pajak sercara berrkala 

merndurkurng prinsip aku rrasi (al-daqiq) dan kerterpatan (al-sihah). Prinsip 

kerberrsamaan (al-ijma) dan kolaborasi dalam permbu ratan dan perlaksanaan 

program ju rga merncerrminkan nilai-nilai syariah yang me rnerkankan kerrja sama 

dan tanggu rng jawab kole rktif u rntu rk merncapai tu rjuran yang lerbih bersar, yaitu r 

kerserjahterraan masyarakat me rlaluri perningkatan Pe rndapatan Asli Dae rrah 

(PAD). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berrdasarkan hasil pe rnerlitian maka dapat diambil rsimpurlan serbagai 

berrikurt: 

1. Pernerrimaan pajak daerrah Pada Badan Pe rndapatan Daerrah Di kabu rpatern Barru r 

tahurn 2019-2022 terlah terreralisasi ataur merncapai targert yang terlah diterntu rkan. 

2. Pernerrimaan pajak dae rrah pada Badan Pe rndapatan Daerrah Di kabu rpatern Barru r 

tahurn 2019-2022 diperngarurhi olerh 3 faktor yaitu r kersadaran wajib pajak, 

permanfaatan terknologi, dan kerrja sama tim di Badan Pe rndapatan Daerrah. 

3. Efektivitas pajak selama empat tahun terakhir menunjukkan variasi. Pajak 

restoran dan BPHTB mengalami penurunan tetapi tetap berada dalam kategori 

efektif. Pajak penerangan jalan dan pengambilan bahan galian tetap sangat 

efektif secara konsisten. PBB menunjukkan perubahan yang signifikan, 

dengan penurunan besar pada tahun terakhir. Meskipun realisasi pajak 

meningkat, pencapaian target sangat memengaruhi rasio efektivitas pajak. 

B. Saran 

1. Ervalu rasi dan pernye rsuraian targert. Walau rpurn pernerrimaan pajak daerrah di 

Kaburpatern Barru r tahurn 2019-2022 terlah merncapai targert yang dite rntu rkan, 

ervalu rasi berrkala te rtap diperrlurkan urntu rk mermastikan targert yang dite rtapkan 

reralistis dan sersurai derngan kondisi erkonomi dan sosial se rtermpat. 

2. Perningkatan kersadaran wajib pajak. U rsaha merningkatkan kersadaran wajib 

pajak harurs terrurs diperrkurat merlaluri sosialisasi yang le rbih internsif dan erdurkasi 
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yang merndalam. Langkah ini pernting u rntu rk mermastikan kerpatu rhan dan 

kersadaran masyarakat dalam me rmernurhi kerwajiban pajaknya. 

3. Optimalisasi permanfaatan terknologi. Pernggurnaan terknologi perrlur terrurs 

ditingkatkan u rntu rk mermperrmurdah prosers permbayaran dan perlaporan pajak. 

Implermerntasi siste rm onliner yang ramah pe rnggurna dan aman akan me rmbantu r 

merningkatkan erfisiernsi dan akurrasi pernerrimaan pajak. 

4. Pernguratan kerrja sama tim. Kerrja sama tim di Badan Pe rndapatan Daerrah harurs 

terrurs diperrkurat merlalu ri perlatihan, koordinasi yang baik, dan pe rmbagian tu rgas 

yang jerlas. Tim yang solid dan te rrampil akan le rbih erferktif dalam me rncapai 

targert pajak yang te rlah diterntu rkan. 
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A. Gambaran umum BAPENDA Barru 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu lembaga daerah yang bertugas dalam 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan 

daerah Kabupaten Barru. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ini menjadi 

salah satu pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan pendapatan daerah 

diterima dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penting bagi 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru untuk menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang 

dilimpahkan kepadanya. 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Barru ini terletak di Jl. Sultan 

Hasanuddin No.9, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711. 

Adapun tujuan badan pendapatan daerah Barru yaitu mewujudkan dukungan 

operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaporan keuangan dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

B. Visi dan misi BAPENDA Barru 

1. Visi 

Terwujudnya Kabupaten Barru yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan dan 

berdasarkan keagamaan 

2. Misi 

a.  Mewujudkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, 

kesehatan dan pelayanan dasar. 

b. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengemabangan dan 

penguatan seni budaya lokal. 

c. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal. 

d. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang 

berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  



 
 

VII 

 

e.  Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antara wilayah dan 

penanggulangan kemiskinan. 

f. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean 

govermance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi 

informasi. 

g. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi 

nilai agama. 

C. Struktur organisasi BAPENDA Barru 

 

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri atas; 

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 

2. Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas: 

1. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; 
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2. Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri atas; 

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; 

2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas: 

1. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penindakan; 

2. Subbidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 
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D. Target dan Realisasi pada BapendaTahun 2019-2022 

No Jenis Pajak 
2019 2020 2021 2022 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Pajak 

Restoran 
250.000.000 766.432.394 306,57 395.500.000 807.866.360 204,26 650.000.000,00 901.855.996,00 138,75 1.000.000.000,00 1.167.149.825,30 116,71 

2. Pajak 

Penerangan 

Jalan 

5.500.000.000 6.649.602.237 120,90 5.500.000.000 6.929.679.185 125,99 6.500.000.000,00 7.288.303.377,00 112,13 6.800.000.000,00 8.174.371.524,00 120,21 

3. Pajak 

Pengambila

n Bahan 

Galian 

2.650.000.000 5.257.372.180 198,39 1.855.000.000 2.054.857.189 110,77 3.000.000.000,00 3.132.183.605,00 104,41 4.000.000.000,00 5.948.366.218,24 148,71 

4. Pajak Bumi 

dan 

Bangunan 

(PBB) 

5.500.000.000 4.921.452.999 89,48 5.500.000.000 4.892.275.357 88,95 5.500.000.000,00 5.054.650.831,00 91,90 7.000.000.000,00 5.299.051.813,00 75,70 

5. Pajak Bea 

Perolehan 

Hak Atas 

Tanah dan 

Bangunan 

2.600.000.000 2.624.814.773 100,95 1.820.000.000 2.516.465.760 138,27 3.125.000.000,00 3.651.244.502,50 116,84 3.500.000.000,00 3.169.741.327,00 90,56 
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Lampiran 1 Surat Izin Observasi 
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Lampiran 2 Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 3 Izin Penelitian dari PTSP Kabupatem Barru 
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Lampiran 4 Surat Selesai Meneliti dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru 

  



 
 

XIV 

 

Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

 

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENULISAN SKRIPSI 

NAMA MAHASISWA : FITRI HANDAYANI 

NIM : 19.62202.026 

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH 

 JUDUL : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

PADA PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN 

BARRU (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH) 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019-2022?  

2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah ? 

3. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak 

daerah atau realisasi pajak daerah?  

4. Apa saja faktor yang mempengaruhi program kerja ?  

5. Apakah tingkat keberhasilan program kerja mempengaruhi peningakatan PAD 

di Kabupaten Barru ?  

6. Sejauh mana pengawasan bapak tentang pajak daerah di kabupaten barru?  

7. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak daerah 

(potensipajak) yang   dilaksanakan di Kabupaten Barru?  

8. Bagaimana cara membayar pajak daerah di kabupaten barru? 
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9. Program apa saja yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Barru?  

10. Bagaimana keberhasilan sasaran dari program yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kabupaten Barru?  

11. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kabupaten Barru?  

12. Bagaiman tingkat input dan output terhadap program yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kabupaten Barru?  

13. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh terhadap program yang 

dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru? 

 

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai 

dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan 

untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.   
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Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara 
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Lampiran 7 Transkip Wawancara 

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019-2022?  

Jawab : Jadi kita bisa lihat pada tabel pajak daerah, jadi setiap tahun pajak 

daerah selalu mencapai target  

2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah ? 

Jawab : Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah yaitu 

kesadaran dari wajib pajak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam hal ini UPD pemungut retribusi atau pajak daerah untuk 

melakukan penagihan pajak artinya banyak potensi-potensi bagaimana kita 

melakukan kegiatan , pelatihan atau penyuluhan terkait dengan pentignya 

untuk melakukan pembayaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah 

3. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak 

daerah atau realisasi pajak daerah?  

Jawab : Kalau Kendala atau hambatan itu pasti selalu ada factor utama itu 

dalam berbicara pajak itu adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya namanya pajak itu tidak ada imbalan langsung 

diberikan kepada orang pribadi, jadi itu factor kesadaran masyarakat wajib 

pajak dalam melakukan kewajibannya.  

4. Apa saja faktor yang mempengaruhi program kerja ? 

Jawab : Tentunya adalah kolektivitas, kebersamaan jadi kita itu di bapenda 

ada 3 bidang yaitu, Sekertaris masing-masing mempunyai porsi tugas dan 

fungsi yang berbeda. Bidang penagihan tentunya itu menagih. Bidang 

pendataan mereka yang melakukan subjek-subjek data,objek-objek pajak yang 
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harus melakukan pembayaran. Bidang perencanaan dan pengembangan yang 

menyiapkan regulasi atau apa-apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pajak 

5. Apakah tingkat keberhasilan program kerja mempengaruhi peningakatan PAD 

di Kabupaten Barru ?  

Jawab : Pasti, kalau berhasil program kerjanya otomatis PAD juga meningkat. 

Kita setiap tahun Bapenda selalu berhasil mencapai target pajak daerah 

bahkan selalu di atas angka 100% targetnya 22.000.000.000.000 kita berhasil 

24.000.000.000.000. 

6. Sejauh mana pengawasan bapak tentang pajak daerah di kabupaten barru? 

Jawab :Pengawasan cctv 

7. Apakah ada pendataan atau pembaharuan data wajib pajak daerah 

(potensipajak) yang   dilaksanakan di Kabupaten Barru? 

Jawab : Terkait juga dengan pendataanya itu kita setiap tahun atau tiap bulan 

ketika ada objek baru itu kita selalu turun melakukan pendataan contohnya 

hotel D‘shining itu baru-baru oprasional kita sudah data dan mereka juga 

sudah melaksanakan kewajibannya. Dan terkait juga pajak bumi dan 

bangunan kita juga sudah melakukan updating untuk pemungutan akhiran 

data dengan menggunakan petikan data sekecamatan barru kita sudah 

melakukan pembaharuan data. 

8. Bagaimana cara membayar pajak daerah di kabupaten barru? 

Jawab :pembayaran hanya berlaku dengan menggunakan metode Quick 

Response Code Indonesian Standard(QRIS). Peserta dihimbau untuk memiliki 

aplikasi mobile banking atau e-wallet terlebih dahulu, seperti Bank Sulselbar 
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Mobile, BRImo, Livin, Mandiri, BCA, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja, 

Shoopeepay dan lainnya. 

9. Program apa saja yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Barru?  

Jawab: Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah. Penyediaan 

sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah. Pendataan dan pendaftaran 

objek pajak daerah. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data 

pajak daerah. Penetapan wajib pajak daerah. 

10. Bagaimana keberhasilan sasaran dari program yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kabupaten Barru? 

Jawab: Indikator keberhasilan program yang dilaksanakan terlaksananya 

sosialisasi ke masyarakat terkait regulasi perpajakan yang menjadi 

kewenangan daerah tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan 

pemungutan pajak daerah melakukan pendataan dan pendaftaran serta 

penetapan wajib pajak daerah yang baru tersedianya aplikasi data basis pajak 

daerah yang dilengkapi dengan nomor pokok wajib pajak daerah sehingga 

memudahkan identifikasi dari para wajib pajakpenerbitan NPWPD bagi wajib 

pajak yang sudah didata melakukan identifikasi terhadap penerimaan 

pembayaran pajak dari wajib pajak melakukan penagihan kepada wajib pajak 

yang mempunyai tunggakan pajak identifikasi dan evaluasi terhadap 

permasalahan yg dihadapi serta mencari solusi untuk mengatasinya 

11. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kabupaten Barru?  

Jawab: Kepuasan masyarakat terhadap program yg dilaksanakan oleh bapenda 

tentu sangat variatif, ada yang puas dan ada yg tidak puas, intinya semua 
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program yg direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan sebagai perwujudan 

pelayanan kepada masyarakat 

12. Bagaiman tingkat input dan output terhadap program yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kabupaten Barru? 

Jawab: Berbicara mengenai input program tentu tidak lepas dari jumlah dana 

yg dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program dan itu dianggarkan dalam 

apbd setiap tahunnya, outputnya tentu bahwa semua program yg direncanakan 

dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan mencapai sasaran seperti yg 

diharapkan  

13. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh terhadap program yang 

dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Barru? 

Jawab: Pencarian tujuan selama ini sangat bagus dan mengalami peningkatan 

setiap tahun, yg tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan yaitu target 

pendapatan pajak daerah selalu diatas 100% 
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